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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha

Esa karena atas rahmat dan perkenan-Nya Dokumen La.poran Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 dapat

diselesaikan tepat waktu. Laporan kineq'a merupakan bentuk

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instantsi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan

gambaran tingkat pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kota Cimahi

berdasarkan indikator-indikator sebagaimana dituangkan dalam

Pe{anjian Kinerja, yartu berdasarkan pada capaian sasaran strategis

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas Dan

Inovasi Pelayanan Fublik. Indikator untuk mengukur capaian sasaran

strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan adalah Persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai

Maturitas SPIP. Sementara Indikator untuk mengukur capaian sasaran

strategis Meningkatnya Kualitas Dan Inovasi Pelayanal Publik adalah Nilai

Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Kami berharap laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi ini dapat

memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat dalam

pertanggunglawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota

Cimahi serta sebagai bentuk transparansi dan al<untabilitas kinerja dalam

kerangka tata pemerintahan yang batk (good gouernance) dan dapat
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menjadi dasar dalam upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat

Kota Cimahi untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya'

Cimahi, 24 Februai 2025

M.M., CGCAE

BA

c Utama Muda
21 199102 10011
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IKHTISAR

Inspektorat Kota Cimahi sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(APIP) di lingkungan Kota Cimahi mempunyai perar meningkatkan

pengendalian internal atas akuntabilitas baik keuangan maupun kine{a,

serta memastikan reformasi birokrasi berjalan secara berkesinambungan

dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam menghasilkan data yang

terpercaya dan berkualitas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,

Inspektorat Kota Cimahi mengemban tugas mendukung tentrujudnya Visi

dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023- 2026, dengan visi yaitu "Cimahl Kota

Cerdas' serta misi yang mendukung pembangunan bidang tata kelola

pemerintahan, yaitu khususnya misi ke dua "MewuJudkan Tata Kelola

Pemerlntahan yang Balk'. Inspektorat Kota Cimahi mendukung 9

Prioritas Kota Cimahi RPD 2023-2026 di prioritas ke-9, yaitu: "Penguatan

tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik'.

l,aporan Kinerja Inspektorat T ahun 2O24 menyajikan target, realisasi

dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran. Dari sisi anggaran pada

tahun 2O24,Inspektorat Kota Cimahi melaksanakan 3 (tiga) Program, 11

{sebelas) Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

Rp. 15.873.668.128,00. Realisasi anggaran tahu.n 2024 adalah sebesar

Rp. 14.389.784.725..@ dengan e{isiensi sebesar 9,35o/o. Anggaran tahun

2024 ini naik sebesar 14,9oh da"i tahun 2023 (Rp 13.812.018.899,00)'

Kenaikan ini berdampak signifikan terhadap meningkatnya laporan hasil

pengawasan, yaitu sebanyak 453 laporan pengawasan (tahun 2023

sebanyak 309 laporan).

Target kinerja tahur. 2024 yang dicapai terdiri dari 2 (dua) Sasaran

Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kine{a Sasaran Strategis berdasarkan

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentar:g Rencana

Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra

Inspektorat Kota cimahi Tahun 2023-2026. Sasaran Strategis Inspektorat

I lapnr Kineie lnsPcklrat lota tinahi lahan 2024
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adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Meningkatnya Kualitas

dan Inovasi Pelayanan Publik. Pencapaian kinerja diukur dan

dibandingkan dengan target Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026 run:tuk

menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya.

Realisasi atas Sasaran Strategis yang diukur melalui Indikator

Kineq'a Sasaran Strategis menunjukkan hasil yang baik. Dari 2 (dua)

Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang

menjadi Penetapan Kinerja Inspektur Kota Cimahi, sebanyak 2 (dua)

Indikator Kinerja Utama terealisasi di atas target. Sementara itu terdapat

1 (satu) Indikator Kineda Utama yang tidak tercapai pencapaiannya yaitu

"Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan'. Terjadi penurunan realisasi dibanding tahun 2023.

Hasil capaian target kinerja memberi gambaran atas keberhasilan

atau kegagalan program dan kegiatan pengawasan Inspektorat. Persentase

capaian kinerja yang diukur dari sasaran Inspektorat tahun 2O24

dijelaskan dalam tabel berikut :

Perseatase Capalan Sasaran KinerJa Inspektorat Tahun 2024

3,21o/o 64,'20/osYoPersentase
peningkatan
ketaatan
terhadap
p€raturan
perundang-
undangal

to|,490/o3,06s3,O2Nilai Matudtas
SPIP

I Meningkatnya
kualitas
penga\lasan

1o3,86"/o80,54 83,65Nilai Reforpasi
Birokrasi
Perangkat
Daerah

2 Meningkatnya
kualitas dan
inovasi
pelayanan
publik

\

n": Sasqran . Indlkator 
I

Target
2ol24

Reallsasl
20/24 I capataa 2fi14

Perceutase

Rata-Rate Cepalar KinerJa 89,85o/o
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Capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi memiliki rata-rata capaian

kine{a sebesar 89,85yo persen, menurun dibandingkan capaian tahun

2023 lalu sebesar lt4,l7o/o persen. Analisis dan evaluasi atas pencapaian

tuj uan / sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahwn 2024

dituangkan ke dalam t aporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

ini. Laporan Kineq'a ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

selanjutnya dapat digunakan dalam membuat rumusan kebijakan dan

pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Cimahi di masa

mendatang.

xll
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1

BAB I
PENDATIT'LUAIT

.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa,

pemerintahan negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia. Tugas pokok bangsa selanjutnya

adalah menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta

mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis

yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan' Bahwa

untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif'

efisien, dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan

pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan akan

membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap

instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan bernegara. Laporan

Kinerja bertujuan memberikan transparansi dan akuntabilitas

kinery'a dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good

gouemancel. Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP adalah

rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada

instansi pemerintah, dalam rangka pertanggunglawaban dan

peningkatan kinerja instansi pemerintah (Peraturan Presiden

I

-
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Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta

kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk

pertanggungiawaban kineda selama kurun waktu satu tahun

anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Iaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kota

Cimahi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kine{a dan

Tata Cara Review atas laporan Kinery'a Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Cimahi juga mengacu pada

dokumen perencanaan jangka menengah Kota Cimahi, yaitu

Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

(Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 20221, Rencana

Strategis Inspektorat Kota Cimahi 2023-2026, Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat Tahun 2024, Perjanjian Kineg'a Inspektorat Tahun 2024,

serta Dokumen Pelaksanaan Anggaraa (DPA) Inspektorat

Tahun 2024.

Inspektorat Kota Cimahi merupakan unsur pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat Kota Cimahi

bertugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah

(Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2O2l Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Keqa

Perangkat Daerah Kota Cimahi). Dalam melaksanalan tugas dan

fungsinya tersebut, Inspektorat Kota Cimahi berupaya menjamin

kegiatan perencanaan pembangunan di Kota Cimahi terselenggara

secara efektif, efisien dan tepat sasaran melalui kegitan pembinaan

dan pengawasan. Untuk mengukur capaian kinerja tahunan yang

1

laporn tinerja hspeltorat ltta Cinahi lahan 2021



telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja, maka Inspektorat

Kota Cimahi men5rusun l,aporan Kinerja Instansi Pemerintahan

(LKrP).

L.2 Maksud dan TuJuan

Maksud:

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kota Cimahi

Tahun 2024 adaJLah sebagai pertanggungiawaban kinerja Inspektorat

Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi atas peLaksanaan

program/kegiatan dan pengelolaan anggaran pada Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2024 dala.n mencapai sasaran / target yang telah

ditetapkan.

TuJuan:

Tujuan penyusunan adalah untuk memberikan gambaran, analisa,

dan evaluasi atas capaian kinerja tujuan dan sasaran' yang

dituangkan dalam indikator-indikator kinerja selama tahun 2024.

1.3 Da:ar HuLum

Pelaksanaan penyusunan l,aporan Kinerja Instansi Pemeriltah

(LKIP) Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, merujuk pada peraturan

perundang-undangan sebagar berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi'

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Cimahi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

taponn lfioaria hryc*tant lhta tinahi lahan 2021
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Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4116);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20231

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6858);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2Ol0 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentalg Sistem

Pengendaliaa Intern Pemerintah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor l2T,Tanbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (kmbaran Negara

-
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Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor : PER/O9/M.PANl5/2OO7 tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kineq'a, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentarrg

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202O Nomor 1781);

5\
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18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1. I 5.5- I 3 17 / 2023

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2O23 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2024;

2O. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2O16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 9 Seri D,

Tambahan l,embaran daerah Kota Cimahi Nomor 5)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 14 Tahun 2O2l Tentartg Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Cimahi (Lembaran Daera,h Kota Cimahi Tahun 2O2l Nomor 287,

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 46);

21. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Cimahi,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 3O Tahun 2Ol7 ter,tang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 10

Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cimahi.

22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2O22 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;

24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
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1.4

1.4.1

Cimahi Tahun Anggaran 2024 (Beita Daerah Kota Cimahi

Tahun 2023 Nomor 731) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2O24 tentang

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun

2O23 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 ;

25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2027 Terrtang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;

26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 Tentang

Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota

Cimahi.

Gambaran Umum dan lru-Isu Strategls

Glambaran Umum Organisasl

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun

2O2l Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerl'a Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menyatakan

bahwa, Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam

menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui

Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam

membina dan mengawasi pelalsanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat

daerah. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

b) Pelaksanaan pengawasan intemal terhadap kinefa dan

keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan

kegiatan pengawasan lainnya;

7
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c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

dari Wali Kota;

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e) Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan

f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kota Cimahi dipimpin oleh seorang Inspektur

setingkat eselon II. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur dibantu

oleh seorang Sekretaris, I (satu) orang Kepala Sub Bagian

Administrasi Umum dan Keuangan, 4 (empat) orang Inspektur

Pembantu, 17 (tujuh belas) orang Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

dan 6 (enam) orang Fungsional PPUPD (Pengawas Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Daerah), 5 (lima) orang fungsional umum, dan

I (satu) orang PPPK.

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di Inspektorat Kota

Cimahi berdasarkan jabatannya terdapat pada gambar di bawah ini:

Sebaran Jabatan ASN lnspektorat Kota Cimahi

. Struktural . Fungsional Audito. . Fungsional PPUPD . FunBsional Umum . Arsiparis

Glambar 1. Sebaran Jabatan ASN Inspektorat Kota Clmahi

Adapun jumlah fungsional Auditor dan PPUPD berdasarkan jenjang

jabatan fungsional auditor dan PPUPD sebagai berikut:

8
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Auditor Madya

Auditor Muda

Auditor Pertama

PPUPD Madya

PPUPD Muda

JenjangJabatan Fungsional Auditor dan PPUPD

4

Auditor Mahir J,

4

7

3

3

0 1 2 3 4 5 6 7

Gambar 2. Jenjang Jabatan Fungslonal Auditor dan PPIIPD Kota

Cimahl Tahun 2024

Sementara itu jumlah Aparatur Sipil Negara diklasifikasikan

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada gambar 3.

ASN Berdasarkan Pendidikan

Strata ll

D lV/ Strata I 21

17

D l

SMA

0 10 15 20 25

Gambar 3. Pegawal Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024
Berdasarkan Kuallflkasi Pendidikan

t,
a,

5

9
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Struktur Organisasi Inspektorat Kota Cimahi sebagaimana

dijelaskan pada gambar 4 dibawah ini:

BAGATI SIRUIOUR ORGAIIISASI

IiISPEl(TOilT

LAUflR,L\ III : PURAIURAIi WILI[0TA CIUAfiI

NorloR : 59 TAITUI 2021

IAIG0Ai :23 DESEUBER 2021

TE TIT{G : XEDUDtiX-r'rX. SUSUII1N 0RGA,'{ISASL ruGAS IU}l zulicsl

SER:TA TATT IO&IA PIDA PERAI{CIiAI DAERIII

rOTA CI TIII

rNPtm.n

!E(ffIrrl^T

sfir6liti
]dtFR{l iillrr

]lll!ql{C{,\

HStgIJi EGftlu r ilrHrui pm{tu I sc€cMr83m!r rcarimlxnr
lltIB

III !IIITIIIIl!IIII
IlI

IlltrtlIIttlltr
IltrrrIlt

IlllltlIltItlII
lrIIltlIlrIlIIt

Gambar 4. Struktur Organlsasl Inspektorat Kota Clmahi

bpnn fi,rerh lilspcltant lbta Anahi lahan 2021
l0



1.4.2 Peran Strategis Incpektorat Kota Clmahi

Inspektorat Kota Cimahi memiliki peran pengawasan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan adalah suatu

usaha untuk menjaga agar suatu tindakan sesuai dengan yang

seharusnya. Tujuannya adalah agar pelaksanaan yang dilakukan

memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan, baik secara

administrasi, keuangan maupun manajemen. Jika pengawasan

dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka

semakin kecil kemungkinan timbulnya penyimpangan yang

berakibat tidak tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

Peran Inspektorat dalam pengawasan internal sangat strategis,

yaitu melaksanakan seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, reviu,

pemantauan / monitoring serta kegiatan pengawasan lain seperti

konsultansi (con"sultancyl, sosialisasi dan asistensi terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadat (assurancel bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good gouemnncel.

Peran pengawasan internal tersebut sejalan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah (SPIP), yang secara rinci dijelaskan pada Pasal

11, yang menyatakan bahwa perwujudan peran Aparat Pengawas

Internal Pemerintahan (APIP) yang efektif sekurang kurangnya

mampu:

1. Memberikan keyakinan yal:g memadai atas ketaatan,

kehematan, e{isiensi serta efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektiuitas

manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi

instansi pemerintah.
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3. Memelihara dan meningkatlan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam lingkup pelaporan kinerja instansi pemerintah, peran

Inspektorat sangat strategis, yaitu berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah pada pasal 33 ayat (3) menyatakan

bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada

Kementerian/kmbaga (KlLll Pemda melakukan Reviu atas Laporan

Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan

informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah

kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11.

Untuk itu, Inspektorat melakukan fungsi ctssurartce, yaitu

memberikan keyakinan yang memadai terhadap keandalan informasi

laporan keuangan dan laporan kine{a perangkat daerah di lingkup

Kota Cimahi.

Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa, peran Inspektorat

Kota Cimahi sangat strategis, selain menemukan dugaan adanya

penyimpangan dan/ atau kecurangan (ftaudl dalam organisasi

perangkat daerah, tetapi lebih mengedepankan peran konsultansi

dan pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan atau

kecurangan serta memberikan keyal<inan yang memadai lasanrarrcel

terhadap efektivitas dan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan

pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

1.4.3 Isu-lsu Strateglr dan Permasalahan Inspektorat Kota Clmahl

Dalam menjalankan peran strategisnya, Inspektorat Kota

Cimahi telah melakukan analisis mengenai permasalahan dan isu-

isu strategis sebagai tolak ukur dalam menentukan kinerja

Inspektorat pada tahun mendatang. Isu-isu strategis Inspektorat,

yaitu:

1. Pada ta}lun 2O24 Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Cimahi

sudah berada di kvel 3, dengan skor3,135.
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2. Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2O23

berada pada posisi 3,02.

3. Penyelesaian rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan

internal dan eksternal Tahun 2024 belurn seluruhnya selesai

ditindaklanjuti.

Tabel 1. Rekapitulasi Tlndak LanJut Hasll Pemeriksaan
Tahun 2024

No Temuan Rekomendasi

Status Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaal

Belum
Tindak
ta.njut

Sesuai
Belum
Sesuai

I Inspektorat
Kota Cimahi

t.491 t.25t 188 52

2
inspektorat
Provinsi
Jabar

288 ztJ 9 6

3 BPK 784 666 tt7 1

Sumber: Inpeldorot Kota Cimahi (data dioloh)

4. Berdasarkan l,aporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti

Kerugian Daerah sampai dengan semester II tahun 2024 yang

dikeluarkan oleh BPK RI (Nomor 05/LHft/XUII.BDG/Oll2O25

tanggal 24 Januari 2O2al, nilat kerugian yang telah dipulihkan

sebesar Rp. 18.305.203.821,30 dari total kerugian Rp.

22.226.612.855,24 (82.36yo1. Jumlah tersebut merupakan nilai

penyelesaian ganti kerugian daerah yang dilakukan melalui

angsur€rn, pelunasan dan pembebasan. Jadi masih ada sekitar

Rp. 3.921.418.033,94 sisa kasus yang belum terselesaikan.

Sementara dari l"aporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah

Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus

2024, rrrenyatakan bahwa nitai kerugian daerah yang telah

diselesaikan sebesar Rp. 1.068.445.320,77 dari total kerugian Rp.

1. 1 10. I 26.686,17 (96,25"/o\.

lapaan Kineria lnspeworat l(oh Cinahi lahan 2024
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5. Masih kurangnya jumlah Jabatan Fungsional Auditor maupun

Pengawas Pemerintahan (P2UPD).

Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Tanggal 26 Oktober Tahun 2021, Nomor: S-

lO57/KIJF/2021, Hal Rekomendasi Kebutuhan JFA (Jabatan

Fungsional Auditor) pada Inspektorat Kota Cimahi kebutuhan

Auditor Inspektorat Kota Cimahi sebanyak 61 orang (Tabel 2).

Berdasarkan Surat Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 8OO.1.2.113113/1J,

Tanggal 9 November 2022, Hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan

Fungsional PPUPD pada Inspektorat Kota Cimahi Kebutuhan

PPUPD Inspektorat Kota Cimahi 38 orang (Tabel 3).

Tabel 2. Kebutuhan Fungsional Auditor Inspektorat
Kota Cimahl

Sumber: Surat BPKP, 26 Oldober 2O21, Nomor 7O57/K/JF/2021

l{o JenJang .Iabatan Rekomendasi Eksisting
Selisih

/Kurang
I 2 3 4 5=3-4

1 Auditor Utama 1 0 1

2 Auditor Madya 6 4 2

a Auditor Muda 18 7 10

4 Auditor Pertama 36 4 32

Jumlah 61 t7 45

-
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Tabel 3. Kebutuhan Fungslonal Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah Inspektorat Kota Cimahi

No Jenjaag
Jabatan Rekomendasi Eksistlng Seltsih/

Kurang
1 2 3 4 5=3-4
1 PPUPD Ahli

Madya
6 2 4

2 PPUPD Ahli
Muda

14 0 14

PPUPD Ahli
Pertama

18 o 18

Jumlah 38 2 36

Stmber: Surat Sekretais Inspeldorat Jendral Kementeian Dalam Negei
Repubtik Indonesia, 9 Nouember 2022, Nomor: 8OO.1.2.1/3113/lJ

Sementara untuk jumlah eksisting untuk fungsional Auditor

dan PPUPD pada tahun 2O24 d,apat dilihat dalam gambar I dan

2 di atas.

6. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2O24 telah

berbasis risiko namun dalam penentuan objek pemeriksaan

atau auditi belum sepenuhnya berdasarkan pada tingkat risiko

yang dimiliki oleh setiap Perangkat Daerah, karena banyaknya

mandatory pengawasan dari pusat yang harus dilakukan.

7. Belum optimalnya fungsi konsultasi Inspektorat Kota Cimahi.

8. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2O23 lentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24,

anggaran pengawasan untuk tahun 2o24 dia,rianatkan bahwa

untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan

pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan

besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: diatas

Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan

laporan linerja lnspe*torat Kota tinahi lahan 2024
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Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit

sebesar 0,757o (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total

belanja daerah dan diatas Rp10.0OO.O0O.000,OO (sepuluh miliar

rupiah). Alokasi anggaran yang dimaksud tidak termasuk gaji

dan tunjangan ASN. Anggaran pengawasan di Inspelrtorat Kota

Cimahi pada tahun 2O24 belum dapat memenuhi anggaran

pengawasan karena terkendala oleh kemampuan keuangan

daerah dalam pemenuhan anggaran pengawasan dan masih

kurangrrya jumlah APIP dalam pelaksanaan kegiatan

pengawasan.

Isu-isu strategis tersebut dapat menghambat pencapaian target

kine4'a apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan

terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1. Melengkapi pemenuhan dokumen-dokumen untuk melengkapi

Area of Imprcuement (AoI) yang belum terpenuhi dalam

pencapaian Kapabilitas APIP kvel 3, melalui koordinasi secara

intensif dengan BPKP Provinsi Jawa Barat serta meningkatkan

kompetensi Auditor dan PPUPD melalui Pendidikan dan

Pelatihan.

2. Koordinasi lebih intens tentang pemenuhan euidence Maturitas

SPIP antara Inspektorat, BPKAD, dan Bappelitbangda sebegai

koordinator Maturitas SPIP Kota Cimahi. Serta memberikan

sosialiasasi, bimbingan teknis serta pendampingan Maturitas

SPIP terhadap Perangkat Daerah.

3. Menyusun rencana penyelesaian rekomendasi atas temuan

secara intensif setiap triwulan dengan diawa-li dengan

pelaksanaan desk bagi Perangkat Daerah yang belum

menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi.

4. Mengintensifkan koordinasi dengan Tim Penyelesaian Kerugian

Daerah Kota Cimahi serta Majelis Penyelesaian Kerugian

Daerah.
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Mengusulkan pemenuhan kebutuhan jumlah tenaga fungsional

Auditor dan PPUPD melalui pembentukan JFT.

Melaksanakan pendampingan penyusunan Profrl Risiko (Rrsk

Regi,stefl pada Perangkat Daerah.

Telah disusunnya SOP Konsultasi Inspektorat Kota Cimahi dan

telah berfungsinya ruang konsultasi secara optimal.

Mengusulkan penambaian alokasi anggaran untuk pemenuhan

kegiatan pengawasan.

1.5 Slrtematlka PenyaJlaa Laporan

Sistematika penyajian l,aporan Kinerja Inspektorat (LKIP) Kota

Cimahi Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinefa, dan Tata Cara Reviu

atas l,aporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meny4iikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis stategis organisasi serta permasalahan

utarna yang sedang dihadapi organisasi.

1.1 latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Gambaran Umum dan Isu-lsu Strategis

1.5 Sistematika Penyajian l,aporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahi

2.2 Arah dan Kebijakan Inspektorat Kota Cimahi Tahun

2023 - 2026

5

6

7

8
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2.3

2.4

2.5

Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Tahun 2024

Indikator Kine{a Utama

Perjanjian Kineg'a

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasarzrn strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas

Pengawasan (lndikator Kine{a 1)

3. 1.2 Sasaran Strategis I: Meningkanya Kualitas

Pengawasan (Indikator Kinerja 2)

3. 1.3 Sasaran Stategis 2 :Meningkatnya kualitas dan

Inovasi Pelayanan Publik

3.2 Efisiensi Sumber Daya

3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Memuat penjelasan ringkasan umum pencapaian kine{a serta

upaya tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

-
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2.1 Rencana Strategis Inspektorat Kota Cimahl 2O24

Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di
daerah, memiliki peral dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari
aspek fungsi manajemen maupun dari aspek pencapaian visi dan misi serta
program-program pemerintah. Dari aspek fungsi-fungsi dasar manajemen,

Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi
perencana€ul atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari aspek pencapaian

visi, misi, dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar
yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan

program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tahun 2O24 adaJah tahun ke-2 pelaksanaan Renstra Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2023-2026.

Inspektorat Kota Cimahi sebagai pengawas internal memiliki

karakteristik yang spesifik sebagai alat dalam organisasi Pemerintah Kota

Cimahi yang menjalankan fungsi penjaminan kualitas (ryalitA asstrancel.

Pengguna laporan pengawas internal adalah manajemen puncak

Pemerintah di Daerah, yaitu Wali Kota Cimahi. Dalam pelaksanaan tugas
pokok, Inspektorat harus memiliki dan menggunakan prosedur yang jelas.

Kegiatan pemeriksaan bersifat pra pemeriksaan (pre-auditl atau sepanjang

{buitd-in) proses kegiatan berlangsung. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan
lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran

dan pertimbangan kepada WaIi Kota Cimahi, natnun tidak berwenang

untuk menghakimi maupun menindak.

Untuk menjalankan peran strategis dan tugas administratif
pengendalian intern Pemerintah Daerah Kota Cimahi tersebut, Inspektorat

Kota Cimahi menuangkan rencana pelaksanaan dan pengembangan tugas

pokok dan fungsinya dalam dokumen perencanaan lima tahunan atau

Rencana Strategis, yalg disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan

I laponn Kinerja hspektaat l(ota tinahi lahun 2024
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi, serta mendukung

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota

Cimahi, Inspektorat sebagai Pembina dan pengawas daerah mengemban

Visi dan Misi Wali Kota Cimahi.

Vlsl Kota Cimahi Tahun 2023-2A26: " Cimahi Kota Cerdas'.

Penjelasan:

Cteatlve mengandung pengertian dapat berkreasi dalam bentuk aslinya

serta produktif.

fualltarlan mengandung pengertian bahwa memandang kesamaan

derajat manusia atau menjadi sifat dari demokratis yang saat ini sedang

berkembang di negara kita.

Rellgilous mengandung pengertian sifat kota yang agamis mengamalkan

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsekuen.

Itevelopdblc mengandung pengertian sebagai kota yang berkemampuan

kompetitif untuk dibangun.

Acctetlae mengandung pengertian sebagai kota yang memiliki nilai tambah

untuk terus maju dan berkembang.

Sustatnable adalah tercapainya kota yang dapat mencukupi kebutuhan

warganya secara berkelanjutan menjangkau lintas generasi.

Dengan demikian visi "CIMAHI KOTA CERDAS'adalah mewujudkan

kota yang mampu mengatasi rintangan dan ancaman yang timbul, serta

dapat mengambil kesempatan menjadi kota yang unggul, berbekal pada

pengembangan kreativitas dalam produksi, egaliter dalam kehidupan yang

demokratis, serta didukung masyarakat yang religius akan berdaya saing

untuk dapat membangun kota yang terus maju dan berkembang menuju

kemandirian pelayanan kota bagi kehidupan yang lebih baik

lryrat l1neria tmpe*torat bla tinahi lahun 2021
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Untuk mencapai rrisi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi

tersebut, Inspektorat sebagai pembina dan pengawas daerah mengemban

misi ke-2 Kota Cimahi, yaitu:

Misi Dua : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik"

Upaya yang dilakukan dalam melaksanakan misi tersebut yalmi dengan

meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban masyarakat,

meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, kemitraan yang

serasi antar legislatif dengan eksekutif, dan penciptaan stabilitas politik
yang lebih demokratis dan konsistensi dalam penegalan hukum. Selain itu
hal mendasar yang menjadi kewajiban adalah pengarusutamaan

paradigma sebagai pelayan publik, peningkatan efektivitas dan

akuntabilitas kegiatan pemerintahan daerah sehingga tercapai

pelaksanaan fungsi-fungsi pelayanan birokrasi dan penanggulangan

korupsi.

2.2 Alah KeblJakan Inspektorat Kota Clmahi Tahrun 2ol24

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2O22

tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026,

arah kebijakan untuk misi ke 2 (dua) yang diampu oleh Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2023 - 2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

laponn l(ineria hspefuorat Kota tinehi lahun 2021
2l



Tljuu Srarnn Strrt di Ar.f,
U@iagkatharr
TataKd&
Femrrintrhsn

Ithnir*lcaqre
ld:rtitrr
Praprssan

Ifualitas lLrsl
Pencpursssn

Ptrrin€krtsa
lccnd.nli,-r,hr
parrgEEssan

krLltlcrLn
e.orlr,.Ilta
r,r&ransi
bdrclr.i,

iatreritrr &a
pG&Etc.i.n
f(.prui[trs ,qPfP

lI|'ri'|gkFtr'T}i.
IGdit*&n
lnowsi
FCrO'anan
ArbliL

rfrnUfklton
larlitrs

pctryanaa
D.rtu4.rr3

utusall
eaorrlntrlerr

desrh

Fs&dcrtra
hrfitaslqirrcra
rdrini*asi
p.EE qintrhrn
d.rrh
Pcainfkrtan
lcrearits rpcrfrr,
Il@uintrh
drG.h

Gambar 5. Vlsl, Mlsl, TuJuan, Sasaran dan Arah Keb{akan
Inspehtorat Kota Clmahl berdasarkan RPJMD

Kota Cimahi Tahun 2o123-2o126

lapan finaia lnpe*bnt lbta tinahi lahan 2021
22

Vtrt
CinrLi ltctr tocrdr

Xirih-2
Hctq; *-- LL5.1o5
P:mcriltrhra yrn6 BriL

T{urnRPD:
f--:-dlr+L-- Trtr Kdotr Pcacritrhra

-t

\



2.5 TuJuan, Sasaran, dan Indlkator KlnerJa Tahun 2O24

Dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2023-2026 telah

ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja. Penetapan tujuan dan

indikator tujuan berdasarkan pada sasaran dan indikator sasaran pada

matriks RPJMD, yaitu pada penjabaran Misi ke-2.

Adapun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Kota Cimahi

tahun 2024 diuraikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. TqJuan dan Sasaran Reneana KerJa
Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2O24

Program dan Indlkator l(lnerJa Program Ts,lrun 2024.

Untuk mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pada

Inspektorat Kota Cimahi, maka harus disusun program yang selaras

dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun target

kinerja program Inspektorat Kota Cimahi untuk tahun 2024 adalah sebagai

berikut:

TuJuan
Indlk tor

TuJuaa

Target
hdikator

TuJuaa
2024

Sesaral IndlLator
Sararaa

Target
Irdltrtor
Sasarr!

2024
Meningkatkan
tata kelola
Pemerintah
Daerah

lndeks
Reformasi
Birokrasi

60,7s (B) Seraran I
Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Persentase
Peningkatan
Ketaatan
Terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan

5o/o

Nilai
Maturitas
SPIP

kvel 3

S.tara.o 2
Meningkatnya
Kualitas dan
lnovasi
Pelayanan
Publik

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi
Perangkat
Daerah

80,s4

laponn l0mrje lnspel'tont l(ota tinahi lahrn 2021
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SasaraI Ildikator Sa3anr Program tadike[61
Program

Target

Eererea I
Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Persentase
Peningkatan
Ketaatan Terhadap
Peraturan
Perundang-
undangan

Penyelenggaraan
Pengawasan

Peningkatan
Persentase Hasil
Pengawasan

97 ,290/o

Nilai Maturitas
SPIP

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
dan Asistensi

Peningkatan
Kapabilitas Apip

Level 3

Sraarol 2
Meningkatnya
Kua-litas dan
Inovasi
Pelayanan
Publik

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi
Perangkat Daerah

Program
Penunjang
Urusa-n
Pemerintah
Daerah

Nilai SAKIP
lingkung
Perangkat
Daera}

Indeks Kepuasan
Masyarakat

ao,27

Indeks
Profesionalitas
ASN

75,59

Tabel 5. Target Program dan Indikator Program
Inspektorat Kota Clmahl Tahun 2024

Keglatan dan Indikator Kegiatan Talnun 2024.

Rencana Ke4'a Inspektorat Kota Cimahi tahun 2024 meliputi

pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan uraian

sebagai berikut:

Tabel 6. Target Keglatan dan Indlkator Kegiatan
Inspektorat Kota Clmahl Tahun 2O24

Program/ Kegiataa Ildlletor Keglataa Satuan Target

Program Penyelenggaraan Pengawaran

Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Intemal

Jumlah kegiatan pengawasan
intemal yang dilaksanakan
sesuai PKPI

Kegiatan 25

Kegiatan Penyelenggaraan
Pengawasan Dengan
Tujuan Tertentu

Jumlah kegiatan pengawasan
dengan tujuan tertentu yang
dilaksanalan sesuai PKPT

Kegiatan 8

__

\
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Prograa Perurnusaa KebiJahaa, Peudaaptagaa daa Arlste'art

Kegiatan Perumusan
Kebijalaa Teknis di Bidang
Pengawasan dan Fasilitasi
Pengawasan

Jumlah dokumen perumusan
ke bijakan teknis di bidant
pengawasan dan fasilitasi yang
dihasilkan

2

Kegiatan Pendampingan
dan Asistensi

Jumlai kegiatan pendampingan
dan asistensi yang dilaksanakan
sesuai PKPT

Kegiatan 18

Progmo PenuaJang Urusaa Pemerlntahara Daerah

Kegiatan Perencanaal,
Penganggaran dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Perencanaat
dal Eva-luasi Kinerja Perangkat
Daerah yang sesuai ketentuan

Dokumen IJ

Kegiatan Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

Jurnlah Laporan Administrasi
Keuangan yang tepat waktu

Laporan 18

Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat Daerah

Jumlalr bulan penyediaan
administrasi umum

Bulan 12

Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah unit Barang Milik Daerah
yang diadakan

Unit 2

Kegiatan Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Bulal Penyediaan Jasa
Penunjang urusan Pemerintah
Daerah

Bulal t2

Kegiatan Pemeliharaart
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah bulan pemeliharaan
Barang Milik Daerah

Bulan l2

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Jumlah ASN yang meningkat
kapasitasnya melalui pelayana.n
administrasi kepegawaian

Omng 35

2.4 Indikator KinerJa Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi termuat dalam

dokumen Rencana Strategis sebagaimana telah ditetapkan. Indikator

Kinerja Utama Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2O24 sebagai berikut:

I lagoran l(ineria lnspeWorat lbla Cinahi lahun 2021
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5Persen1
Persentase Peningkatan Ketaatan

Terhadap Peraturan Perundang-undangan

3,O2Nilai2
Nilai Maturitas SPIP Inspektorat Kota

Cimahi

Nilai 80,54J
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Inspektorat

Tabel 7. IndlLator KinerJa Utama Inspektorat
Kota Cimahi Tahun 2O24

2.5 PedanJlan Klneda

Perlanjian Kinerja (PK) adatah lembar dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi ftop leuel manager) kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah (middle leuel manager/, untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujud komitmen untuk melaksanakan kine{a yang

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Indikator Kinerja Utama (lKU) merupalan dasar penyusunan

Perjanjian Kinerja bagi pejabat eselon 2, yang kemudian dijabarkan dalam

Rencana Kineq'a Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Ke{a

(RENJA) Inspektorat Kota Cimahi. RENJA tersebut dijadikan acuan dalam

mewujudkan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja yang ingin

dicapai pada tahun 2024. Untuk lebih mengarahkan upaya pencapaian

tujuan, maka dijabarkan dalam sasaran beserta indikatornya.

Matriks Peq'anjian Kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

dijelaskan dalam tabel 8.

No Indikator KinerJa Satuan Target

lapran l1nuia hspetbrat tota tinahi lahan 2021
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No Sasaran Strategis Indlkator KlnerJa Target

1

Meningkatnya
kualitas
pengawasan

Persentase Peningkatan
Ketaatan Terhadap
Peraturan Perundang-
Undangan

5o/"

Nilai Maturitas SPIP
Terintegrasi

3,O2

2
Meningkatnya
Kualitas Inovasi
Pelayanan Publik

Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi Inspektorat

80,54

Tabel 8. PerJanJian Kinerja Inspektorat Kota Cimahl Tahun 2O24

Penetapan target kinerja tingkat eselon II mengacu pada IKU yang

telah ditetapkan Wali Kota Cimahi dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Peny,usunan Perjanjian Kinerja di tingkat eselon III disusun berdasarkan

program dan indikator kinerja program pada keselarasarr sasaran 
' 
program

dan kegiatan Inspektorat.

Anggaran Belanja Inspektorat pada Dokumen Pelaksanaan

Perubahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk

mencapai sasaran Inspektorat sebesar Rp. 15.873.668.128'- (Llma Belal

Mlllar Delapan Ratus TuJuh Puluh Tlga Juta Enam Ratus Enam Puluh

Delapan Rlbu Seratur Ilua Puluh Delapan Ruplah).

Untuk mencapai target sasaran Inspektorat Kota Cimahi, maka

disusun program dengan alokasi anggaran Tahun 2024 yar.g diuraikan

dalam tabel 9.

laporan l(ineria lnspcfiaat tota tinahi lahtn 2024
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lYo PROGRAM ANGGARAN {Rpl

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahart

Daerah Kabupaten/ Kota

11.551.A42.437

2 Program Penyelenggaraan Pengawasan t.253.267.128

3 Program Perumusan Kebdakan,

Pendampingan dan Asistensi

3.068.s58.s63

Jumlah 15.873.668.128

Tabel 9. Program dan Anggaran Inspektorat Kota Clmahi Talnun 2o24

Sebagai gambaran dalam pencapaian akuntabilitas kine{a

Inspektorat Kota Cimahi, dari Hasil Evaluasi LKIP Inspektorat Kota Cimahi

Talrun 2O23 yang dikeluarkan pada Bulan Mei 2O24, diperoleh nilai 83,55

dengan predikat A.

Bobot

30,ooPe rencana.an l(inerja

30,ooPengrrlflrran l(inerja
15,OO

25,OOEvaluasi Akurltabilitas
I(inerja Interrral

Ifilai IIaril EtTalrrasr

2 7

Gambar 5. Harll Etaluasl Laporan KlnerJa In:pektorat Tahun 2O23

Rekomendasi untuk perbaikan kine{a Inspektorat Kota Cimahi dan

tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Teknis berupa SOP/Juknis tentang Perencanaan

Kinerja, Evaluasi Internal AKIP, Pengumpulan, Pengukuran sampai

Pelaporan Kineqia.

2. Menyusun dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kine{a'

3. Monitoring terhadap target kinerja secara periodik (triwulanan).

Tf nglat Atrratabilita.r
tiiaeda

I taponn tinela hspcHaal l(da Cinahi lahan 2026
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4. Meningkatkan monev kinerja berkala dengan menyusun rencana aksi

kinerja terhadap capaian kinefa.

5. Melakukan reviu LKIP secara berjenjang.

6. Meningkatkan kontribusi pimpinan dalam memberikan arahan dan

memantau reviu LKIP secara berjenjang.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan, 2 bulan setelah tahun

anggaran berakhir dan mempublikasikannya pada masyarakat melalui

laman pemerintah Kota Cimahi.

8. Melakukan analisa terhadap hambatan dan menentukan solusi daLam

bentuk langka-langkah nYata.

\
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BAB III
AI(UNTABILITAS KINER^'A

3.1 CAPAIAN KII{ER^'A ORGAITISASI

Inspektorat Kota Cimahi dalam melaksanakan program dan
kegiatannya mendukung terhadap pencapaian Misi ke-2 dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Cimahi, yaitu: "Mewujudkan Tata
Kelola Pemerintahan yang Baik". Tujuan RPJMD Kota Cimahi yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan. Indikator Kineda Utama Inspektorat Kota cimahi
Tahun 2o24 adalah Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan

Perundang-undangan, Nilai Maturitas Splp rerintegrasi, dan Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Capaian Kineria Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan
pencapaian dari indikator-indikator sasaran strategis selama tahun 2O24.

Capaian kine{a dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi
dengan Perianiian Kineria Tahun 2024. Adapun capaian kineria
Inspektorat Kota Cimahi pada tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1O. Capaian Klne{a Irurpektorat Kota Clmahl Tahun 2O24

64,20h

I

Persentase
Peningkatan
Ketaatan
Terhadap
Peraturar
Perundang-
undangan

5o/" 3,2Lo/oI Meningkatnya
Kualitas
Pengawasan

Nilai Maturitas
SPIP
Terintegrasi

3,O2 3,06s 707,490/o

2 Meningkahya
Kualitas dan
Inovasi Pelayanan
Publik

Nilai Evaluasi
Reformasi
Birokrasi
Perangkat
Daerah

80,54 83,65 703,860/o

Laporan Kinerja lnspektoral Kola Cinahi Tahun 2024 30
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Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan pencapaian target sesuai
indikator yarlg telah ditetapkan daram Rencana Kineqja perubahan

Tahunan dan Perjanjian Kinerja perubahan Tahwn2024.
Tabel 11. Rata-Rata Capalan KlnerJa Inspektorat

Xota Clmahi Tahun 2O24

3.1.1 Sasaran Strategls
(Indlkator Klnerja 1f

I Menlngkatnya Kualitas Pengarasan

1. Target dan Reallsasi KlnerJa persentase peningkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan perundang-Undangan Tahun
2024.

Persentase
peningkatan
ketaatan
terhadap
peraturan
peruldalg-
undangan

sYo 3,21o/o 64,20/o TLHP BPK
RI Tahun
2O23 dan

Tahun
2024

1 Meningkatnya
kualitas
pengawasan

Nilai
Maturitas
SPIP

3,O2 3,065 tol,490/o BPKP

2 Meningkatnya
kualitas dan
inovasi
pelayanan
publik

Nilai
Reformasi
Birokrasi
Perangkat
Daerah

80,54 83,6s 103,860/o Penilaian
Maldiri

Reformasi
Birokrasi

-

Target
2024

Realisasi
2024

Persentase
Cepalaa

2oi24

Sumber
Dat!Sasaraa I IndiLatorNo

Rata-Rata Capalan KinerJa 89,85%

Indikator Kinerja 1 :

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan
Perundang-Undangan

Laporan Kinerja lnspektoral Kota Cinahi Tahun 2024 3l



Caoaian 2024

64,20/o

Realisasi

3,210h

Target

5o/o

INDII(ATOR SASARAN SIRATEGIS :

Persentase Peningkatan Ketaatan
Terhadap Peraturan Perundang-

Undaneao

Gambar 7. Target dan Reallsasl KinerJa Percentase
Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan Tahun 2024

Indikator pertama untuk mengukur keberhasilan sasarail strategis

Meningkatnya Kualitas Pengawasan adalah Persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Formulasi Pengukuran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan

Perundang-Undangan diperoleh dari Selisih Persentase Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024 dengen

Tahun 2023. Persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun

2023 sebesar 81 ,3o/o (Sumber: LKIP Inspektorat Kota Cimahi Talatn

2O2Q dan Persentase TLHP BPK RI Tahun 2024 sebesar 84,51o/o

(Sumber: Portal Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia TLHP Pemkot Cimahi Tala,m 2024 Semester l. Sehingga,

Persentase peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan adalah 84,5 lolr8 l,3o/e 3,21o/o.

Target Indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaetan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah 5olo,

sedangkan realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adaJah 3,2Lo/o,

SASARAN STRAIEGIS:

Meningkatnya Kualitas Pengawasan
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sehingga capaian indikator kinerja persentase peningkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan T ahun 2024

sebesar = (3,21o/o/ 5o/o)* I 00% = 64,20/o.

Untuk persentase TLHP BPK RI terhadap Kota Cimahi Tahun2o24
masih dimungkinkan naik, karena masih dalam proses telaahan
BPK RI.
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2. Perbandingan Reali3asi Kinerja serta Capalan Kinerja
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan

Perundang-Undangan Tahun 20i24 d,elrrgan Tahun 2O20.

Giambar 9. Perbandingan Target dan Reallsasi KinerJa
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024 itengan Tahun 2O2B

Realisasi Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan

Perundang-Undangan jika dibandingkan dengan realisasi tahun
2023, terdapat penurunan sebesar 2,49. penurunan ini cukup
signifikan dan merupakan catatan penting yang akan
ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Cimahi dalam
melaksanakan program kegiatan pada tahun tahun 2025.
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3. Perbandingan Realisasi KlnerJa persentaee peningkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan perundang-Undangan Tahun
2024 dengan Target Akhir Perlode Renstra 2O2g -20t26.

Gambar 1O. Perbandingan Indikator NinerJa persentase
Penlngkatan Ketaatan Terhadap peraturan perundang-

Undangan dengan Target Akhlr perlode Renstra 2O2g-2CyZ6

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan perundang-

Undangan diperoleh dari Selisih Persentase Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) BPK RI Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Jumlrah tahun dalam Renstra 2023-2026 adalah 4 (empat) tahun.
Target kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Renstra 2023-2026

untuk setiap tahunnya adalah (lOOo/o I 4 -- 2io/ol.

Sementara target indikator Persentase Peningkatan Ketaatan
terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada akhir periode

Renstra 2023-2026 adalah sebesar 2oolo.

Dari gambar 10 di atas, terlihat bahwa capaian kinerja persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Tahun 2024 terl:.adap target Renstra 2023-2026 hanya sebesar

16,O50/o. Capaian kinerja 16,05% lebih rendah dari target minimal
capaian kine{a tahun kedua Renstra 2023-2026, yaitu 2so/o.
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Penurunan pencapaian ini disebabkan antara lain oleh:

a. Kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi ApIp Inspektorat

Kota Cimahi dalam melaksanakan Pendampingan pemeriksaan

BPK RI kepada Perangkat Daerah (Auditee).

b. Kurang optimalnya pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan
Evaluasi Tindak I"anjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

c. Kurang optimalnya pengendalian penyelengggaraan

Pengawasan Internal, yang meliputi: Pengawasan Kinerja;

Pengawasan Keuangan; Reviu Laporan Keuangan; Reviu

Iaporan Kinerja Perangkat Daerah; dan penanganan

Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah; pengawasan dengan

Tujuan Tertentu

4. Perbandlngan Capalan Klnerja Persentase penlngkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun
2O24 ilengan Standar Naslonal

Gambar 11. Perbandlngan Indlkator KlnerJa Persentase
Penlngkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan dengan Standar Nasional

Capaian 2024

Realisari
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Indikator kinerl'a Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan diperoleh dari Selisih
Persentase Tindak I"anjut Hasil Pemeriksaan (TLHp) BpK RI

Tahun n dengan Tahun n- 1. Indikator ini tidak ada dalam txget/
Standar Nasional.

5. Anallsls Penyebab Kegagalan Capalan Indlkator persentas€

Penlngkatan Ketaatan Terhadap pcraturan perundang-

Undangan Serta Nternatlf Solusl yang Telah Dilakukan

Giambar 12. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kegagalan
Indikator Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Ketaatan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 adalah

sebesar 3,2lyo. Realisasi ini lebih rendah dari target yang telah
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ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun
2O24, yaitu sebesar 5yo.

Penurunaa ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:
r Telaahan BPK yang masih belum selesai dilalukan, sehingga

realisasi TLHP BPK tahun2024 belum dikeluarkan oleh BpK.
Realisasi ini didasarkaa pada realisasi capaian tahun 2024
semester I. Hal ini dapat mempengaruhi nilai dari persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan perundang_

Undangan yang dihitung berdasarkan Selisih persentase

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BpK RI Tahun 2024
dengan Tahun 2023.

. TLHP BPK RI didasarkan pada hasil pengawasan BpK RI yang
tertuang dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi BpK
untuk ditindaklanjuti. Sementara jumlah penyelenggaraan

pengawasan BPK RI di setiap tahunnya sulit untuk diprediksi,
karena pengawasan dari BPK tergantung dari mandatory yang

diberikan kepada BPK zu, sehinega hal ini akan
mempengaruhi jumlah temuan dan rekomendasi yang

dihasilkan. Untuk itu pada dasarnya TLHp BpK disetiap
tahunnya tidak dapat diperbandingkan karena jumlah
temuan dan rekomendasi akan berbeda disetiap tahunnya
tergantung dari mandatory yang diberikan.

Selain itu, Penurunan Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan

Perundang-Undangan juga dipengaruhi oleh pengendalian

penyelenggaraan pengawasan, baik pengawasan intemal
maupun pengawasan dengan tujuan tertentu (gambar 12).

Kondisi ini diperlihatkan dari adanya penurunan realisasi
persentase hasil pengawasan tahun 2024, yaitu sebesar 13,29o/o

atau realisasi sebesar 84%o d,ai t-arget 97 ,29oh. (Lampiran I).
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Penurunan kualitas pengendalian penyelenggaraan pengawasarl

Internal disebabkan oleh:

Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan (Audit,
Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh ApIp
Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah, Pengawasan Keuangan pemerintah

Daerah, Reviu laporan keuangan, Reviu laporan kinerja,
Monitoring dan Evaluasi Tindak l,anjut Hasil pemeriksaan

BPK RI dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Aplp. Hal ini
disebabkan karena banyaknya penugasan yang dilalukan
bersamaan sementara jumlah SDM APIP terbatas. Selain itu
adanya beberapa penambahan kegiatan pengawasan dimana
laporan pengawasan yang dihasilkan tahun 2024 sebanyak
453 Laporan, naik sebesar 46,6Vo dari tahun 2023.
Penambahan berasal dari kegiatan reviu 85 laporan, monev

37 laporan dan evaluasi 42 laporan.

Sementara untuk penurunan kualitas pengendalian

penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu
disebabkan oleh:
. Belum optimalnya Pelaksanaan Kegiatan pengawasan

Dengan Tujuan Tertentu (Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/ Daerah, Pengawasan dengan Tujuan Tertentu),

dimana kurangnya kontribusi Aparatur Sipil Negara maupun
Masyarakat terkait pengaduan. Hal ini terlihat dari Belum

optimalnya tindak lanjut temuan BPK RI oleh perangkat

Daerah. Selain itu Masih ada temuan BPK RI tahun-tahun
sebelumnya yang sulit untuk ditindak lanjuti karena banyak

faktor. Diantaranya Orang yang bertanggung jawab sudah

meninggal, purna tugas, ataupun mutasi; adanya perubahan

Organisasi Perangkat Daerah sehingga sulit untuk
menentukan Perangkat Daerah Mana yang bertanggung
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jawab; kesulitan melacak pihak ke-3 yang bertanggung jawab;

dan Ketidakmampuan membayar temuan.

Masih adanya rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh

Perangkat Daerah, khususnya rekomendasi Pembangunan

7,ona Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah yang

didampingi dan dievaluasi oleh Tim ZI Kota Cimahi.

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang tidak
beq'alan sesuai jadwal yang telah direncanakan dan

ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cimahi.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penumnan realisasi

Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Perundang-

Undangan adalah:
. Kurangnya jumlah personil APIP Inspektorat Kota Cimahi.

Kekurangan Auditor sebanyak 43 orang (Data berdasarkan

Surat BPKP, 26 Oldober 2021, NomorS-1057/K/JF/2021).

Kekurangan PPUPD sebanyak 32 orang (Data berdasarkan

Surat Sekretaris Inspehur Jendral Kementeian Dalam Negeri

Reptblik Indon-esia, 9 Nouember 2O22, Nomor:

8OO. 1. 2. 1 / 3 I 1 3 / IJl. Hal ini menyebabkan kurang optimalnya

Inspektorat dalam menjalankan fungsi penjaminan kualitas
(ryalifu a.ssumncel, meliputi kegiatan pengawas.rn (Audit,

Pemeriksaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi) dan

pendampingan kepada Perangkat Daerah. Kegiatan

pengawasan dan pendampingan yang dilaksanakan oleh APIP

berkontribusi terhadap Persentase Peningkatan Ketaatan

Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam

upaya pencapaian target kine{a Persentase Peningkatan

Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun

2024:
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Telah dilaksanakan Pendampingan Pemeriksaan BpK RI oleh

APIP Inspektorat Kota Cimahi dalam upaya peningkatan

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Telah dilaksanakan monitoring secara berkala triwulanan
kepada Perangkat Daerah oleh APIP Inspektorat Kota Cimahi

dalam upaya peningkatan tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK RI.

APIP Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan koordinasi

dan komunikasi yang efektif dengan BPK RI serta Perangkat

Daerah dalam pendampingan tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK RI.

Tahun 2024 telah dilakukan penambahan Auditor dan P2UPD

melalui seleksi penerimaan CPNS. Akan tetapi CPNS yang lolos

seleksi akan mulai bertugas pada tahun 2025.

Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan kegiatan

pendampingan dalam proses pemeriksaan BPK RI. Peran

Inspektorat dalam kegiatan pendampingan adalah

memfasilitasi BPK dengan Perangkat Daerah yang menjadi

objek pemeriksaan terkait dengan data-data yang dibutuhkan.
Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan Monitoring dan

Evaluasi Tindak Lanj ut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak

lanjut hasil Pemeriksaan APIP kepada Perangkat Daerah.

Berkoordinasi dengan BPK RI serta dengan BKPSDMN untuk
mendapatkan data-data SK Pensiun Menelusuri data SK, lalu

diinput di system SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan Tindak

Lanjut).

APIP Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan

Sekretaris Daerah Kota Cimahi untuk menentukan Perangkat

Daerah yang harus bertanggung j awab dalam menindaklanjuti

temuan.

Telah dilaksanakan kegiatan pengawasan (Audit,

Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, Evaluasi) internal oleh APIP

a
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Inspektorat kota Cimahi yang meliputi: Pengawasan Kineq'a

Pemerintah Daerah; Pengawasan Keuangan pemerintah

Daerah; Reviu Laporan Keungan; Reviu Laporan Kinerja,

Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BpK

RI dan Tindal< Lanjut hasil Pemeriksaan APIP.

Telah dilaksanakan Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu, meliputi: Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/ Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu)
yang belalan dengan baik sesuai dengan program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPD.

6. Anallslg Program yang Menunjang Indlkator KlnerJa persentase

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan perundang-

Undangan

Berikut adalah ana-lisis program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian

target kine{a sasaran Persentase Peningkatan Ketllt;rrr Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan dalam menunjang pencapaian

sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan.

Tabel 12. Program, Kegiatan, dan Sub Keglatan yang
MenunJang Keberhasllan Pencapaian Indlkator KinerJa

Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan
Perundang-Undangan Tahun 2024

Program
Peayale-geerae,r
Pengewa:iaa

Perceatase Hasll
Peugawasaa

Persen 97,29o/o 440/o 86,34o/"

Kegiatan
Penyelenggaraan
Penganuasan
Intemo.l

Jumlah kegiatan
pengawasan
intemal gang
diloksannknn
sesuai PKPT

kegiatan o< o< 1000h

Sub Kegiatan
Pengawasan
Kineq'a
Pemerintah
Daerah

Jumlah Laporan
Hasil Pengawasan
Kineq'a

laporan 30 30 100%

-

PROGRA /TEGiIATAN/SUBXECIATAN TARGET
2024

t4t

REAIISASI
2o24

CAPAIAN
XINERJA

lv"l
t6ttrl l2'l {3t (51
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Sub Kegiatan
Pengawasan
Keuangan
Pemerintah
Daerah

Jurnlah Laporan
Hasil Pengawasan
Keuangan
Pemerintah Daeral

laporan 5 J 100%

Sub Kegiatan
Reviu Laporan
Kinerja

Jumlah Laporan
Hasil Reviu
Laporan Kineria

laporan 30 30 100/o

Sub Kegiatan
Reviu Laporan
Keuangan

Jumlah Laporan
Hasil Reviu
Laporan Keuangan

laporan 30 30 l OOo/o

Sub Kegiatan
Monitoring dan
Evaluasi Tindak
l,anjut Hasil
Pemeriksaan BPK
RI dan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

Jumlai dokumen
I hasil monitoring
dan evaluasi tindak
lanjut hasil
pemeriksaan BPK
RI dan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan APIP

dokumen t2 12 100%

Kegiatan
PenUelenggaraqn
Pengawasan
Dengan Tvjuan
Tertentu

Jun ah kqiatan
[Engauailn dengan
tujuan teflendl gang
dilakspnafutn *.qtai
PKPT

kegiatan 8 100,/;

JuElah Laporan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/ Daerah yang
ditancani

laporan 4 4 100%

Sub Kegiatan
Pengawasan Dengan
Tuiuan Tertentu

Jumlah Laporan Hasil
Pengawasan Dengan
Tuiuan Tertentu

laporan o 100,)i,

Sub Kegiatan
Penanganan
Penyelesaiaa
Kerugian
N Daerah

Analisis Program atau Kegiatan yang mempengaruhi dalam

Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas

Penga.wasan melalui Peningkatan Ketaatan terhadap Peraturan

Perundang-Undangan:

1. Program penyelenggaraan pengawasan, terdiri dari: Kegiatan

penyelenggaraan pengawasan internal dilaksanakan sesuai

dengan PKPT. Kegiatan Pengawasan Total menghasilkan 453

la.poran Hasil Pengawasarl dari 30 Perangkat Daerah. Dengan

rincian: Laporan Audit 1 I Laporan, Reviu 268 l,aporan,

Monitoring 55 Laporan, Monev 42 Laporan, Evaluasi 73

l,aporan, Lainnya 6 laporan.
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2. Belum optimalnya Kegiatan Reviu Laporan Keuangan, Reviu

RKA Murni dan Perubahan, Reviu Standar Harga, Reviu LppD,

Reviu Renja, Reviu RPJMD, Reviu Manqjemen ASN, Reviu

Pelayanan Publik, Monitoring Inflasi, Monitoring PPPDN,

Monitoring TLHP BPK dan APIP, Penyusunan PKPT Tahun

2025, Bimtek dan Pendampingan kepada 30 Perangkat Daerah

menjadi faktor yang menghambat pencapaian sasaran strategis

meningkatnya kualitas pengawasan.

3. Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dilaksanakan

dengan baik dan optimal meliputi: Probity Audit terhadap 5

peke{aan strategis: Pemeliharaan Gedung Dinas Keshatan,

Penataan Lapangan Cibaligo, Pemasangan Jaringan Pipa dan

Sambungan Rumah (SPAM Cimahi Utara) (DAK), Pemeliharaan

Berkala Jalan Sekolah, Pemeliharaan Berkala Jalan Ria.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu

Peraturan Deputi Bidang Penga.wasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intemal secara berkala

Tindak Lanjut Hasii Pemeriksaan (TLHP) dilaksanakan setiap

triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil

pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat Provinsi,

dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi.

o. Tahun 2024: TLHP Inspektorat Kota. 84o/o, TLHP Inspektorat

Provinsi Jawa Barat 94,79yo, TLPH BPK RI 84,517o.

7. Upaya Perbaikan Indlkator Persentase Penlngkatan Ketaatan

Terhadap Poraturan Perundang-Undangan Tahun 2O25

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi

indikator kine{a Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:

Laporan Kinerja lnspeklorat Kota Cinahi Tahun 2024
44



UPAYA

PTREAIION

IdelC da6E FlrF
dduiif lpt

filranlp ihrrl|.f,
Xrd pqlnlra

Gambar 18. Upaya Perbalkan perrentare penlngkatan
Kotaatan Terhadap Peraturan perundang-Undangan

Tahun 2O26

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 diatas
merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan
di tahun 2024. lJpaya perbaikan yang akan dilakukan tahun
2025 ad,alah:

. Melakukan rencana perubahan target indikator sasaran

strategis di rencana keg'a perubahan tahun 2O2S

menyesuaikan dengan RPJMD yang baru, dimana target
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap peraturan

Perundang-Undangan akan diukur berdasarkan persentase

tindaklanjut rekomendasi APIP internal oleh perangkat

daerah.

. Terwrrjudnya Perangkat Daerah yang mendapat predikat
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani melalui upaya pendampingan, asistensi dan

evaluasi lebih intensif.
r Dengan adanya penambahan APIP di Inspektorat Kota

Cimahi, diharapkan dapat mendukung optimalisasi

1,,00,,,
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pengendalian penyelenggaraEm pengawasan melalui
optimalisasi kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal
dan pengawasan dengan tujuan tertentu.

Replikasi Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkan dapat

mulai disosialisasikan ke perangkat daerah.

Koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dalam
pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melalui pembinaan

setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat
Kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi
dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.

3.1.2 Sasaran Strategis

(Indikator KinerJa 2f

1 Meningkatnya Kualltas Pengawasan

1. Target dan Realisasl Klnerja Nllai Maturltas SPIP Terlntegrasl
Tahun 2024

Gambar 14. Target dan Capalan Indlkator Nllal
Maturitas SPIP Terlntegrasl Tahun 2O24

Indikator kedua untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis

Meningkatnya kualitas pengawasan adalah Nilai Maturitas SPIP

Indlkator KinerJa 2 :

Nilai Maturltas SPIP Terintegrasl

Capaian 2O24

101,49Vo

\

-_Targgl
3,02

[se?]E?:L
3,O85

SASARAN STRATEGIS ;
Meningkatnya Kualitas Pengawasan

INDIXATOR SASARAN STRATEGIS :
Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi
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Terintegrasi. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 adalah

3,065 (Szmber: Hasil Penilaian BPKP Pertuakilan Prouinsi Jaua
Barat melalui Surat I[o: PE.Og.Os/LHP-792/PWIO/5.1/2024,

tarqgal 27 Desember 2O24, Hal: Laporan Hasil Eualuasi Penilaian

Mandii Mahtitas Pengelenggaraan SPIP Teintegrasi pad.a

Pemerintah Kota Cimahi Talatn 2O24). Target Indikator Kinerja Nilai
Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 ad,alaJ:' 3,O2. Reatisasi

Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2024 ad,alah g,065.

Sehingga, capaian indikator kineq'a Nilai Maturitas SPIP Kota

Cimahi Tahun 2024 sebesar = (3,O65/3,O21*lOOo/e LOL,49o/o.

Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi dengan nilai 3,065

merupakan nilai yang memenuhi karakteristik Terdellnld. Kondisi

ini menunjukan kondisi yang lebih baik dan mengindikasikan

bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah mampu mengelola kinedanya

dengan baik, mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan

targetnya serta telah mampu menyusun strategi pencapaian

kine{a berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya
pencapaian target kinerja tersebut.

Realisasi ini didasarkan dari perhitungan sebagai berikut:

Tabel 13. Level, Interval Score dan Intepretarsi Tlngkat
Maturltas SPIP

Belum

Rintisan

Berkembang

Terdefinisi

Terkelola & terukur

Optimum

o

1

2

3

4

5

Kurang dari 1,0

7 ,O < score < 2,O

2,0<score<3,0

3,O<score<4,O

4,0 < score < 4,5

4,5<score<5
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2. Perbandlngan Reallsasi KinerJa Ntlai Maturitas SPIP

Terlntegrasi Tahun 2024 dengan Tahun 2023.

Gambar 15. Perbandingan Reallsasi KinerJa lYilai Maturltas
SPIP Terintegrasl Tahun 2O24 dengan Tahun 2O23

Realisasi Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

mengalami kenaikan dari Tahun 2023. Kenaikannya sebesar

0,045 poin. Nilai Maturitas SPIP Kota Cimahi Tahun 2023 sebesar

3,02. Komponen Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi terdiri dari

3, yaitu: Penetapan Tujuan; Stmktur dan Proses; dan Pencapaian

tujuan. Walaupun terdapat kenaikan, akan tetapi kenaikan ini

tidak cukup signifikan dan terdapat penurunan terhadap 2

komponen penilaian. Nilai komponen Penetapan tujuan tahun

2024 mengalami kenaikan dari Tahun 2023 (l,21, yaitu menjadi

1,4. Nilai Komponen Struktur dan Proses mengalami penurunan

dari 0,8906 di tahun 2023, menjadi 0,885 di tahun 2024. Nilai

Komponen Pencapaian tujuan mengalami penurunan dari 0,9300

tahun 2O23 menjadi 0,780 di tahun 2024.

Beberapa penurunan dalam indikator ini akan menjadi target

dalam upaya pencapaian Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi di

tahun 2025.

101,49Y0

Realhasiargel

mt

Canim 2023

Realisasi2023

-

Capaian 2024

3,065

SAIAMIISIRAIEG$:

Meninghtnya (ualitas

Pengawaun

&trdiqn Rertiuri &n Clpian
XirsF ftl{o 2021dooge Iduo 2023:

Peninsfrbn Rerliusi

0,045

Peoinstrbn Crprhn

0.&

r{rxAlof, sAsAnA,i

SNAIffD:
l{fuitlaturihs SfiP

IsrItqB$
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Upaya yang akan dilakukan salah satunya ada-lah:

. Peningkatan intensitas koordinasi tim Penilai Mandiri SPIP

Inspektorat Kota Cimahi dengan Tim Penilai Maturitas SPIP

BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam pemenuhan

dokumen penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan

teknis di bidang pengawasan, kegiatan pendampingan

asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi, Kegiatan

koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi
pencegahan dan pemberantasan korupsi, Kegiatan

Pendampingan dan Asistensi dan verifikasi penegakan

integritas dilaksanakan sesuai PKPT dan ketentual peraturan

perundang- undangan yang berlaku

3. Perbandingan Realisasi KlnerJa

Terintegrasl Tahun 20.24 dengan

Renstra 2023-2o26

Ittlal Maturltas

Target Perlode

SPIP

Akhtr

Gambar 16. Perbandlngan Reallsasl Klnerja lYllai Maturltas
SPIP Terintegrasl Tahun 2o24 ileagarn Target

Periode Akhir Renstra 2O23-2V26

Capaian 2024

101,49%
tuxtAlol$smAl{

5lMlfi6:

t{Uilemi$P

Ifliillrd

B@
rJz 3JS

SMiAilStMltGtS:

Meilnghtryatudrhs

hryawaun Rrffiilh@Esdisi$i l(inetia idun 2021

da&[Iar@ Alfi ir Romta 202]2026

I{S012S16 CamimtefidaPRemfa

ffi,ffi3,00
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Target Nilai Maturitas SPIP pada Renstra Inspektorat 2O23 - 2026
untuk tahun 2024 adalah 3,00 dan target pada akhir periode

adalah 3,00. Sementara realisasi Nilai Maturitas SpIp

Terintegrasi Tahun 2024 sebesar 3,065. Ini menunjukkan
bahwa, Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Kota Cimahi telah
mencapai target sampai dengan akhir periode Renstra 2023-
2026. Sehingga pencapaian target kinerja Nilai Maturitas SpIp
pada akhir periode Renstra 2023-2026 optimis akan tercapai.

4. Perbandrngan Reallsasi KlnerJa Nilat Maturltas SpIp
Terintegrasi Tahun 2o.24 dlengarn Standar lyaslonal.

Gambar 17. Perbandingan Realisasl KlnerJa ltlllal Maturitas
SPIP Terintegrasi Tahun 2ol24 dengan Standar Ilasional

Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk
mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan

pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP.

BPKP diamanatkan untuk melakukan pembinaan dan

pengukuran atas kemql'uan pelaksanaan SPIP pada seluruh

Kementerian / l,embaga/ Pemerintah Daerah. BPKP

@SASARAil $N.AITGIS

Mcningtatrya Xualitas

Per[iwasen

Capaian 2021

101,49%
[fi}uTof,sAsArA,t

SIIAITOS:

I{ihiMrludhrPlP

lerint*rui

Targel llasional Lebih linggi
3 00 ,.065

Iq.t,'Bll',*}
r,0 166
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mengembangkan penilaian SPIp dengan model maturitas Splp
dengan melihat 5 aspek pengendalian yaitu: lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,

komunikasi dan informasi dan monitoring pengendalian.

Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi
nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan

SPIP yang semakin baik. Kualttas penyelenggaraan SpIp
dlanggap balk ketika penilaian maturltas minlmal level 3.

Tingkat Terdeflnisi (Level 3) menunjukkan bahwa organiasi
telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tidak
hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan
targetnya saja, tetapi juga telah marnpu menyusun strategi
pencapaian kineqia berupa program dan kegiatan yang efektif
dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

Pengendalian teiah dibangun dan diimplementasikan pada

seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah
menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan

risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit keda
organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap
efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko
korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya
tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif,
masih adanya permasalahan yang tidak material dalam
pelaporan keuangan dan pengelolaan asset, masih adanya
ketidakpatuhan terhadap peraturan-perundang-undangan, dan

cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. (Lampiran peraturan

Ba-dan Penganuasan Keuangan dan Pembangunan Republik

Indonesia Nomor 5 Talun 2O21 Tentang Penilaian Matuita.s SPIP

pada Kementerian/ Lembaga/ Pemeintah Daerah).

Laporan Kinerja lnspekoral Kola Cinahi Tahun 2024 5l



Dari gambar 16 diatas, terlihat bahwa Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi Kota Cimahi Tahun 2024 telah mencapai

Target/Standar Nasional, yaitu pada Level 3 (Terdefinisi).

5. Anallsls Penyebab Keberhasllan atau Penlngkatan KlnerJa

Nilai Maturitas SPIP Terlntegrasi Tahun 20.24 Serta Nternatlf
Solusi Yang Telah Dilakukan

Gambar 18. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasllan
I{ilai Maturltas SPIP Terintegrasi Tahun 2O24

Realisasi indikator kineq'a Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi

Tahun 2024 adalah sebesar 3,065. Realisasi ini lebih tinggi dari

target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Inspektorat

Kota Cimahi Tahun 2O24, yattu sebesar 3,O2. Hasil ini didukung

oleh meningkatnya nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi sebesar

0,115 point. Dimana nilai Kapabilitas APIP Kota Cimahi pada

Adanya Perumusan xebijakan Teknis di Bidang

Pengawasan dan fasititasi Peqawasan

Iaktr

tahor

1

2

hif,ilrtb
sP"Iaft[egli Ie akananya xdamoingdr, asisknsi dan

wilikasi oene,galran integrilrs pada sefuruh

oerannehat daerah

FAKTOR.FAKTOR YANG MENYTBABIGN KEBERHASILAN

0ptimalnya Kegiita, Pendamoingan dan lsistensi

Terltkananya PendamDiogan, nsistensi,

verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi

seluruh

Tedalsananva (oordinasi, monitoring dan

evaluasi serta verifikasi penc€gahan dan

optimnlrya Perumusnn (ebiialan Teknis di

Sidqng Ppngnrasan
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tahun 2023 adalah sebesar 3,02 (level 3) dan pada tahun 2024

menjadi 3,135 (level 3).

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendukung keberhasilan

realisasi kinerl'a Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024

adalah :

a. Optimalnya kegiatan pendampingan dan asistensi melalui:
. Optimalisasi pelaksanaan pendampingan, asistensi,

verifikasi dan penilaian Reformasi pada seluruh Perangkat

Daerah di Kota Cimahi.
. Optimalnya koordinasi, monitoring dan evaluasi serta

verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi,

melalui kegiatan: Sosialisasi anti korupsi dilingkungan

eksekutif, legislatif, penyelenggaran pemerintah daerah,

maupun pada masyarakat; adanya Tim Saber fu.gli;
pelaksanaan kegiatan Survei Penegakan Integritas;

Pemantauan Pencegahan Anti Korupsi Terintegrasi;

Monitoing Center for Preuention (MCP), Hakordia.
. Optimalnya pendampingan, asistensi, verifikasi

penegakan integritas pada seluruh perangkat daerah yang

ada di Kota Cimahi melalui kegiatan: Pendampingan,

asistensi dan veri{ikasi Pembangunan Zona Integritas di 6

(enam) Perangkat Daerah; Peningkatan lhpabilitas APIP;

gualitg Assurarrce Penyelenggaraan Maturitas SPIP

Terintegrasi.
. Optimalisasi dalam pemenuhan area of improuement yall:g

menjadi penilaian Kapabilitas APIP.

b. Adaaya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

mel,alui optimalisasi perumusan kebijakan telo:ris di bidang

pengawasan, melalui kegiatan :

. Penyelenggaraan Diklat Penilaian Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2024 yang difasilitasi oleh
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Inspektorat Kota Cimahi dan bekerja sama dengan BPKP

Provinsi Jawa Barat. Adapun diklat dilaksanakan pada

tanggal 24 - 28 Jwni 2024 dengan peserta sebanyak 74

Orang (2 orang/OPD). Tujuan dari diklat ini adalah agar

seluruh perangkat daerah di Kota Cimahi dapat

melakukan evaluasi dalam penyelenggaran sistem

pengendalian intem untuk mencapai efektivitas, efi siensi,

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

negara.

Dilaksanakannya Penilaian Mandiri oleh masing-masing

perangkat daerah, sehingga masing-masing perangkat

daerah dapat melakukan evaluasi atas penyelenggaraan

SPIP di perangkat daerahnya masing-masing.

Adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah yang

ada di Pemerintah Kota Cimahi untuk pemenuhan atas

komponen, unsur dan sub unsur dalam penilaian

maturitas penyelenggaraan SPIP.

Dukungan kebijakan berupa SK Wali Kota Cimahi Nomor

700/Kep.3315-lnspekot/2023 tentang Program Kerja

Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024.

a

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya

pencapaian target kinery'a Nilai Maturitas SPIP Tahun 2024:

a. Telah dilaksanakan koordinasi dan komunikasi yang lebih

intens antara internal Tim APIP Inspektorat dalam

Pengumpulan dan Pemenuhan Dokumen Penilaian Mandiri

Maturitas SPIP.

b. Telah dilaksanakan koordinasi yang lebih optimal antara Tim

Penilai Mandiri Maturitas SPIP APIP Inspektorat dengan Tim

Penilai dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

c. Telah dilaksanakan Diklat Maturitas Penyelenggaran

Maturitas SPIP Terintegrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di

__
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Pemerintah Kota Cimahi dengan Narasumber dari BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

d. Telah dilal<sanakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri

Maturitas SPIP bagi APIP Inspektorat Kota Cimahi dengan

Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

e. Koordinasi dan komunikasi lebih intens dengan BPKP

Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan L,evel

IGpabilitas APIP Kota Cimahi.

f. Telah dilaksanakan kegiatan perumusan kebijakan teknis

dibidang pengawasan.

g. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi,

verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi.

h. Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, dan

evaluasi serta verilikasi pencegahan dan pemberantasan

korupsi.

i. Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan, asistensi, dan

verifikasi penegakan integritas.

6. Anallsis Program yang MenunJang Keberhatll,an Capalan

Indlkator KinerJa llilai Maturitar SPIP Terlntegrasl Tahun

20/24

Berikut adalah analisia program, kegiatan, dan Sub kegiatan

yang merupakan critieal success factor atar) faktor-fattor yang

mempengaruhi tercapainya target kine{a sa.saran Nilai Maturitas

SPIP Terintegrasi Tahun 2024 dalam menunjang sasaran

strategis Meningkatnya Kualitas Pengawasan.
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100%

I

Sub Kegiatan
Pendampingan,
Asistensi,
Verilikasi dan
penilaiaa
Reformasi
Birol*rasi

Program
Perumusan
KebtJakal,
Penda-r.piagan
dan Aslstensl

Level
Penlngtatan
Kapabllttar
APIP

Nilat Level 3 Level 3 loo%

Jumlah
dokumen
perumusan
kebijakan teknis
di bidang
pengawasan dan
fasilitasi yang
dihasitkan

dokumen 2 ) 100%

Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
Teknis di Bidaag
Pengawasarl
yang disusun

rekomendasi 2 '2 100%Sub Kegiatan
Perumusan
Kebijakan
Teknis di
Bidang
Pengawasan
Kegiatan
Pendampingan
dan Asistensi

Jumlah kegiatan
pendampingan
dan asistensi
yang
dilaksana]<an
sesuai PKPI

kegiatan 18 18

Jumlal
Perangkat
Daerah yang
Diiakukan
Pendampingan,
Asistensi,
Verifikasi, dan
Penilaian
Reformasi
Birokrasi

30Perangkat
Daerah

30 10004

Sub Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi
Pencegalan
dan
Pemberantasan
Korupsi

Jumlah Kegiatan
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi serta
Verifikasi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi

kegiatan 30 7009'030

Perangkat
Daerah

30 30 100%Sub Kegiatan
Pendampingaa,
Asistensi dal

Jumlah
Perangkat
Daerah yang
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Tabel 14. Program, Keglatan, dan Sub Keglatan yang MenunJang
Keberhasilan Pencapalan KinerJa Sasaran lYltal Maturltas SPIP

Terintegrasl Tahun 2O24

PROGRAil/ KEGIATAT'T/ SUBI{TGIATAI{
TARGET

2V24
REALISASI

20.24

CAPAIAIY
I<IITERJA

l"/"1
t6t( r) t2t (3) i4t i (51

Kegiatan
Perumusan
Kebijakan
Teknis di
Bidang
Pengawasan
dan Fasilitasi
Pengawasarr
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Verifikasi
Penegakan
Integritas

Dilakukan
Pendampingan,
Asistensi dan
Verifrkasi
Penegakan
Integritas

Analisis Program atau Keglatan yang MenunJang

Keberhasllan Pencapaian Nilal Maturltas SPIP Terlntegrasl:

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Pedoman, yaitu

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

2. Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan penilaian

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dengan optimal. APIP

Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan pendampingan,

asistensi dan penilaian Reformasi Birokrasi kepada 30

Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Cimahi sesuai dengan

Kebijakan RB Terbaru dan Kemenpan RB, tentang RB Tematik

dan RB General.

3. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan

dengan baik. Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Anti

Korupsi kepada ASN, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Anggota

DPRD, Sosialisasi Anti Korupsi kepada Siswa SMP. SosiaLisasi

Antikorupsi juga dilaksanalan melalui rangkaian Peringatan

Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang tahun 2024 ini
baru diselenggarakan di Kota Cimahi dan dilaksanakan

selama 3 (tiga) hari.

4. Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi dalam upaya

mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi di Perangkat Daerah di

Kota Cimahi. Tahun 2024 dilaksanakan pendampingan,

i cAPAraN
lrsilERJA
i l%l

SATUAN

PROGRAM/ I{EGIATAN / SUBKEGIATAI{

URAIAN

I

TARGET
2V24

REALISASI
20.24

IITDIXATOR
KIIYERJA
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sls Program atau Kegiatan yang MenunJang

Keberhasilan Pencapaian Nilai Meturitas SpIp Terintegrasl:

Anali

stensi dan verifikasi di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu
RSUD Cibabat, Disdukcapil, DPMPTSP, Kecamatan Cimahi
Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi
Selatan.

5. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
Tindak l,anjut Hasil Pemeriksaan (TLHp) dilaksanakan setiap

triwulan dengan target dapat menindaklanjuti hasil
pengawasan : Inspektorat Kota Cimahi, Inspektorat provinsi,

dan BPK RI (Berikut adalah hasil TLHP Kota Cimahi Tahun

2024: TLHP Inspektorat Kota 84o/o, TLHp Inspektorat provinsi

Jawa Barat 94,79o/o, TLPH BPK RI 84,519/0).

6. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Aplp Inspektorat
dalam peningkatan kompetensi APIP berjalan dengan baik.

Sebagian besar Pegawai Inspektorat memenuhi terget 120jam
mengikuti Bimtek/Pendidikan/Petatihan peningkatan

kompetensi dalam satu tahun.

as1

7. Upaya Perbaikan dalam Penlngkatan Indikator KinerJa Nltai
Maturitas SPIP Terintegrasi ?ahun 2025
Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi

indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025

dapat dilihat pada gambar berikut:
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03 04

Gambar 19. Upaya Perbalkan llilai Maturltas
SPIP Terlntegrasl Tahun 2O25

Upaya perbaikan yang diiakukan di tahun 2025 di atas

merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan
di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun
2025 adalah:
. Meningkatkan fungsi consulting melalui koordinasi lebih

intensif dengan perangkat daerah dengan melaksanakan

pembinaan setiap triwulan oleh para pemegang sektor di

Inspektorat Kota Cimahi, sehingga keberadaan Inspektorat

Kota Cimahi dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di

Kota Cimahi.
. Terwujudnya Perangkat Daerah yang mendapat predikat

Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani melalui upaya pendampingan, asistensi dal
evaluasi lebih intensif.

lkid.0rroad#rfl
Xdi&'lidd rrq*rE
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Untuk mengakselerasi capaian indikator kineq'a Nilai
Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 yang

mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya

Kualitas Pengawasan, maka perlu dilakukan
penambahan target kineqja kegiatan khususnya untuk
Rencana Strategis Tahun 2025 - 2O29,yaitu

o
Perangkat

daerah

o
Pelangkat

Daerah
)>

TARGET 2O25

Gambar 2O. Rekomendasl Penambahan Target
KinerJa Kegiatan Tahun 2O25

Dengan adanya penambahan APIP melalui penerimaan CPNS

Tahun 2024 di Inspektorat Kota Cimahi, diharapkan dapat

mendukung optimalisasi kegiatan Pendampingan dan

Asistensi.

Replikasi Aplikasi Sistem Pengawasan diharapkar dapat

mulai disosialisasikan ke perangkat daerah.

Meningkatnya nilai hasil Survei Penegakan Integritas (SPI)

Kota Cimahi (Capaian Tahun 2024: 73,19) mel,alui

peningkatan nilat Monitoring Center For Preuention (MCP)

(Capaian 2O24: 89,74%$ dan Sosialisasi Anti Korupsi yang

lebih masif.

Untuk Hasil SPI Tahun 2024 turun sebesar O,42 point

dibandingkan tahun 2023 (skor 73,61).

Meningkatnya Kompetensi ASN Kota Cimahi dalam

Manajemen Risiko melalui Diklat Manajemen Risiko.

a

a

I

REKOMENDASI PENAMBAHAN TARGET KINERJA KEGIATAN
(PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/WBX)

7.
Perangkat

Daerah

REVISI TARGET 2O25
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Dalam Nilai Maturitas SPIp Terintegrasi tahun 2024 terdapat
penurunan nilai dalam 2 (dua) komponen dari 3 (tiga)

komponen yang dievaluasi. Komponen tersebut adalah
komponen struktur dan proses dan komponen pencapaian
tduatr. Untuk itu upaya perbaikan yang akan dilakukan
adalah:

Meningkatnya nilai komponen struktur dan proses melalui:
- Menyelenggarakan Bimbingan Teknis tentang

Penyusunan Manajemen Risiko Bagi seluruh perangkat

Daerah di Kota Cimahi.

- Melalukan Pendampingan dan Verifikasi penilaian

Manajemen Risiko Perangkat Daerah

- Melaksanakan Pendampingan dalam proses penyusunan
dokumen perenczrnaan.

Meningkatnya nilai komponen pencapaian tujuan melalui:
- Melaksanakan Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaar BPK RI dan Tindak Lanjut HAsil
Pemeriksaan APIP.

- Melaksanakan koordinasi lebih intensif dalam
penyelesaian temuan berulang melalui Tim penyelesaian

Kerugian Daerah.

Peningkatan Kapabilitas APIP melalui upaya lebih intensif
dalam pemenuhart area of improuement.

Untuk mengakselerasi capaian indikator kinerja Nilai
Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025 melalui Peningkatan

Kapabilitas APIP Kota Cimahi, maka perlu dilakukan
perubahan pada target realisasi Kapabilitas APIP tahun 2025,

yaitu:

I
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REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2025
(PENINGXAIAN XAPABILITAS APIP)

Nilai
3,OO

)D)

I

@l TA,RGET 2025

Gambar 21. Rekomendasi Penyesuaian Tatget
Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2O25

Koordinasi lebih intensif dengan perangkat daerah dalam
pemenuhan tindaklanjut rekomendasi melalui pembinaan

setiap triwulannya oleh para pemegang sektor di Inspektorat

Kota Cimahi, sehingga kehadiran Inspektorat Kota Cimahi

dapat lebih dirasakan oleh perangkat daerah di Kota Cimahi.

Nilai
3,5

REVISI TARGEI2O25
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3.1.3 Sasaran Strategls 2
Pelayanan Publtk

1

Meningkatnya Kualitas Dan Inovasl

Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi

Birokrasl Perangkat Daerah Tahun 2O24

Gambar 22. Target dan Realisasi Kinerja Nilai Evaluasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tall,:ara 20124

Indikator dalam mengukur keberhasilaa sasaran strategis

Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik adalah Nilai

Evaluasi Reformasi Birokrasi. Tujuan dari Reformasi Birokrasi

adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional

dengan karakteristik, berintegrasi, berkineda tinggi, bebas dan

bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera,

berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik

aparatur negara. Tabel dibawah ini menunjukan kategori nilai

dalam evaluasi Reformasi Birkorasi.

SASARAN SIRATEGIS :

Meningkatnya Xualitas dan lnovasi

Pelayanan Publik

Capalan2024

103,96%

Be4!r:i
83,65

Target

80,54

INDIXATOR SASARAN STRATEGIS :

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Perangkat Daerah

-!

Indikator Kinerja :

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
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Tabel 15. Kategorl ltilai dan Intepetasi lyilal Evaluasi Birokrasi

AA1

2

3

4

5

A

BB

>90-100
>80-90
>70-80
>60-70
>50-60

Istimewa

Memuaskan

Sangat Baik

Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Cukup memadai, perlu banyak

perbaikarr

B

CC

Target Indikator kinery'a Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Inspektorat Kota Cimahi dalam Rencana Keda Tahun 2024 adalah
80,54, sedangkan realisasi Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi
Talrun 2024 ad,alah 83,65, sehingga realisasi indikator kinerja Nilai
Evaluasi Reformasi Birokrasi lebih tinggi 3111 point. Interpretasi
dari nilai 83,65 adalah Memuaskan.

Kondisi ini menunjukan bahwa Inspektorat Kota Cimahi berhasil

melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan yang lebih

baik. Dalam hal ini Inspektorat Kota Cimahi telah melaksanakan

program Reformasi Birokrasi dalam rangka meningkatkan

kapasitas dan akuntabilitas kinerja, mewujudkan pemerintahan

yang bersih dan bebas KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan

publik.
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2. Realisasl KlnerJa Setta Capaian Klnerja Itilai tvaluasi
Reformasi Blrokrasi Perangkat Daerah Tahun 2A24 ilengan
Tahun 2O23

Gambar 23. Perbandingan Realisasi KlnerJa Serta Capaian
KinerJa lYilai Evaluasi Reformasl Birokrasi perangkat

Daerah Tahun 2024 ilern,gan Tahun 2O2O

Kebijakan untuk Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023
melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur
Organisasi dan Penyesuaian Sistem Keq'a Dalam Rangka

Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, komponen
penilainnya meliputi: Capaian Sasaran Strategis, Capaian
Pelaksanaan Kebrjakan RB dan Capaian Strategis pelaksanaan

RB General.

Sementara untuk tahun 2024, kebijakan Penilaian Reformasi

Birokrasi berdasarkan pada Nomor 182 Tahun 2O24 Tenteng
Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Talrrur. 2024.

Dimala penilaian dilakukan melalui sistem Aplikasi SURABI.

Penilaian didasarkan pada Pelaksanaan RB General dan Tematik,

mulai dari Strategi Pelaksanaan RB General dan RB Tematik,

Capaian2024

103,96%

EgEq
8115

Rsalisasi 2023

80.54

Capaim E?3

Psoillglabn Reallsasi

3,11

P€niidoabn Cryai,m

1817Ingsl

t8,5a

SASAM]{ SNATEGS:

Meningt tnya Xualitas Dan

lnovasi Pelayanan Publit

Pe&andingan Roalisasi dan Capahn
l(nerja latun 202{ dengan Talx$ 2023i

II1OHATOi SASAf,AN

SNATEGE:

Itilar fvall]3 i fi efo.mrsi

Bkoltnsi Peraqk t ga.rah
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Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB General, Capaian Strategis
RB General dan Capaian Indikator Dampak RB Tematik.

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi pada

tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 3.11 point, yaitu dari
80,54 menjadi 83,65.

Berikut adalah upaya yang telah dilakukan dalam mencapai
target kine{a capaian Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat
Tahun 2O24:

a. Tim Penilai Mandiri Reformasi Birokrasi Inspektorat telah
berkoordinasi terkait pemenuhan dokumen penilaian RB

dengan Tim Evaluator Leading Institution Reformasi Birokrasi
Kota Cimahi, yaitu: Inspektorat; Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Cimahi; Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi;
Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah; Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Daerah; Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah.

b. Telah dilaksanakan kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan

evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan optimal

berkoordinasi antara Inspektorat dengan Bappelitbangda.

c. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi keuangan Perangkat

Daerah.

d. Telah dilaksanakan kegiatan administrasi umum Perangkat

Daerah.

e. Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan profesionalisme ASN

Inspektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan.
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3. Perbandlngan Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi
Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan Target Akhir
Periode Renstra 2()213 -2026-

Gambar 24. Perbandlngan Capalan Kinerja Iyllai EValuasi
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 20t24
dengan Target Akhir Periode Renstra 2O2g - 2026

Target Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2024 pada Renstra Inspektorat 2023 - 2026 pad,a

tahun 2O24 adalah sebesar 64, sementara untuk target pada

akhir periode Renstra 2023-2026 adalah 66. Realisasi Nilai
Eva-luasi Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi Tahun
2024 sebesar 80,54. Ini berarti capaian kineq'a Nilai Evaluasi

Reformasi Birokrasi taJtun 2024 dibandingkan dengan periode

akhir Renstra 2023-2025 sebesar 126,73oh, yaitu sudah melebihi

target. Pencapaian target Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat
akhir periode disebabkan oleh:

a. Koordinasi dan komunikasi yang efelrtif antara tim Penilai

Mandiri Reformasi Birokrasi dengan bidang terkait (Internal

Inspektorat) tentang pemenuhan dokumen penilaian

Reformasi Birokrasi.

b. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Perencanaan,

penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

SASARAI{ SIXATTGIS :

Meningkatnya Kualihs oan

hovasi Pelayanan Publik

Capaian 2024

103,96%

R€a[sa3i

83,05

Talqt

8[,51

Targot m26 Capah bdEdap nonsta

126 71%
lrt Dll(ATon SASAf,At{

SIRAI GIs:
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BtolGsi Perangiat taerah
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c. Optimal dan efektifnya pelaksanaal Kegiatan Administrasi

Keuangan Perangkat Daerah.

d. Optimal dan efektifnya pelaksanaan Kegiatan Administrasi

Umum Perangkat Daerah.

e. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan Peningkatan

profesionalisme ASN Inspektorat melalui Pendidikan dan

Pelatihan.

f. Optimal dan efektifnya pelaksanaan kegiatan koodinasi dalam

pemenuhan dokumen eviden penilaian Reformasi Birokrasi

dengan Tim Evaluator l*ading Institrttion Reformasi Birokrasi

Kota Cimahi.

4. Perbandingan Capaian Indlkator Kinerja Ntlat Evaluasi

Reformari Birokrad Perangkat Daerah Tahun 2ol24 ilangan

Standar lYasional

Gambar 25. Perbandlngan Capaian KinerJa Nllal Evaluasi
Reformasi Blrokrasl Perangkat Daerah Tahwn 2ol24

dengan Target llasional

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi tidak ada dalam target/

Standar Nasional.

Capaian 2024

103,86%

Realiss

83,65

Iarget llaloml kbihTtulgl
[{t}flqTon sASAf,AN

5I[ATE6I5:

ilai fvaluasi Refornasi

Bimtnsi Perangkat &a€rah

t

Tar$

80,5r

SITSARAN SIIATIG|S:

Meningkatnya (ualitas Dan

lnoasi Pehyanan Publik
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I

5. Analisle Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan KlnerJa

Nilai Evaluasl Reformasi Blrokrasi Perangkat Daerah Serta

Alternatif Solusl Yang Telah Dllakukan

Gambar 26. Faktor-Faktor yang Mendukung Keberhasllan
Peningkatan Klnerja Nllal Evaluasl Reformasl

Birokrasl Perangkat Daerah

Realisasi indikator kinerl'a Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat

Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebesar 83,65. Realisasi ini lebih

tinggi dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja

Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024, yattu sebesar 80,54. Hasil

ini didukung oleh meningkatnya nilai SAKIP Inspektorat Kota

Cimahi sebesar 0,35 point. Dimana nilai SAKIP Inspektorat Kota

Cimahi pada tahun 2023 addah sebesar 83,2 (A) dan pada tahun

2024 menjadi 83,55 (A).

Peningkatan Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat Kota Cimahi

Tahun 2024 juga didukung oleh meningkatnya nilai Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana nilai IKM tahun 2024 naik
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sebesar 0,18 point. Nilai IKM pada tahun 2023 sebesar 8O,27 d,an

pada tahun 2024 menjadi 80,45.

Selain itu, peningkatan Nilai Evaluasi Birokrasi Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2024 juga didukung oleh meningkatnya nilai

Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Kota Cimahi (IPASN).

Dimana nilai IPASN Inspektorat Kota Cimahi tahun 2023 adalah

75,59 dan pada tahun 2O24 natk menjadi 86,00. Jadi nilai IPASN

tahun 2024 naik sebesar 10,41 point.

Faktor-faktor yang menyebabkan atau mendukung keberhasilan

realisasi kineqja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat

Kota Cimahi Tahun 2024 adalah :

a. Optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan

evaluasi kine{a perangkat daerah melalui:
r Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah.

r Tersusunnya dokumen evaluasi kine{a perangkat daera}r.

b. Tersusunnya laporan administrasi keuangan perangkat

daerah atas:

. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN.

. Optimalnya koordinasi dan penyusuna laporan keuangan

akhir.
. Optimalnya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran Inspektorat Kota Cimahi.

c. Tersusunnya laporan administrasi umum perzrngkat daerah

atas:

. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

. Tersedianya bahan logistik kantor.

. Tesedianya barang cetakan dan penggandaan.

. Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

. Optimalnya penatausahaan arsip dinamis.
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d. Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan melalui:
. Tersedianya Gedung untuk arsip
. Tersedialya mebel untuk penunjang kegiatan

e. Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

melalui:
r Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
, Tersedianya jasa pelayanan umum kantor disetiap

bulannya.

f. Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan

melalui:
. Tersedianya biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan

kendaraan dinas dan operasional lapangan.

. Terpeliharannya mebel.

. Terpeliharanya peralatan dal mesin lainnya.

. Terpeliharanya Gedung kantor.

g. Optimalnya pelaksanaan kegiatan kepegawaian perangkat

daerah melalui:
. Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

pada seluruh ASN Inspektorat Kota Cimahi untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan (a5 Paket).

. Terfasilitasinya Pendidikan dan Pelatihan pegawai

berdasarkan tugas dan fungsi, baik pada fungsional APIP

maupun pada funsgional umum yang ada di Inspektorat

Kota Cirnahi.

. Terlaksanaya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan pada seluruh Pegawai di Inspektorat

Kota Cimahi (35 Orang).

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan Nilai Reformasi

Birokrasi Perangkat Daerah sebagai berikut:

a. Berupaya meningkatkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan

mengikuti Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi penyusun
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dokumen SAKIP Inspektorat, karena nilai SAKIP merupakan

bagian dari komponen penilaian Capaian Strategis.

b. Berupaya meningkatkan kepuasan masyarakat pengguna

layanan Inspektorat melalui peningkatan profesionalisme

pegawai Inpsektorat melalui Pendidikan dan Pelatihan. Nilai

Kepuasan Masyarakat merupakan bagran dari komponen

penilaian RB Capaian Sasaran Strategis.

c. Berupaya mengoptimalkan pencatatan pengadaan

barang/jasa Pemerintah pada SPBE dalam upaya peningkatan

Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Perangkat Daerah

melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan bagi pengelola barang

dan jasa Perangkat Derah. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Barang/Jasa Perangkat Daerah merupakan bagian dari

komponen penilaian Capaian Pelaksanaan Kebijakan

Reformasi Birokrasi

6. Analtsir Program Yang MenunJang Keberhadlan Indltator
KlnerJa lYllal Evaluasl Reformasl Blrokragl Perangkat Daerah

Tahun 2024

Berikut adalah analisia program, kegiatan, dan Sub kegiatan

yang merupakan citical success fador atau faktor-faktor yang

mempengaruhi tercapainya target kineg'a Nilai Reformasi

Birokrasi Perangkat Daerah dalam mendukung tercapainya

sas€tran strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan

Publik:
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Tabel 16. Program, Kegiatan, dan Sub Keglatan yang MenunJang
Keberhasilan Pencapalan Pernyataan KlnerJa Sasaran
Menin katn Kualitas dan Inovasi Pela nan Publik

100%Sub Kegiatan
Koordinasi dan
Penyusunan laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD

100%

A
l&3,21

A
{83,551

tu).42
o/"

Progrem PcaunJang
Urusalr Peaerirtah
Daetah

lfrlrt $ll(Jp
PeralgLat Daerah

Nilei

Jumlah dolstmen
Perenmnaan dan
Euatuasi Kinerja
Perangkat Daerah
gang sesuai
ketenhnn

dokttmen 13Kegiatan
Perenaanaat\
Penganggaran dan
Eualuasi Kinerja
Pemngkat Daerah

7 7 l O0ozirJumlah Dokumen
Perencanaan
Perangkat

dokume
n

Sub Kegiatan
Penyusunan
Dokumen
Perencaraan
Perangkat Daerah

18 100%Jumlah Laporan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

laporan l8Sub Kegiatan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

40,27 80,45 L@,22
o/o

Nilat IIiM
PeraagLat Daeteh

nilaiPrograu PeaunJang
Urusaa Peaeri.otah
Daerah,

100%

20

35

20

35

Jumlah lnporan
Administrasi
Keuangan gang

Jumlah Orang
yang Menerima
Gaji dan
Tuniangan ASN

kht

laporan

orang

Kegiatan Administtosi
Keuangan Perangknt
Daerah

Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

2laporan

1818laporanJumlah Laporan
Keuangar
Bulanan/
Triwulalan/
Semesteran SKPD
dan Laporan
Koordinasi
Penlrusunan
l,aporan Keuangan
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran
SKPD

Sub Kegiatan
Koordinasi dal
Pen]rusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwularan
/S€mesteran SKPD
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REALIS
ASI

20.24

CA,PIIJA
!T

KIITEzu
a lv"l

t6tl5l{31

SATUAT{

PROGRAIU KEGIATAil / SUBKEGIATAT{

l OOo/o

Trcm

2Jumlal taporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD dart
laporan hasil
koordinasi
penyusunarl
laporan keuangan
akhir tahun SKPD



Jumlah bulan
pengediaan
administrasi umum

bulan 12 12 10004Kegiatan Administrasi
Umum Perangkat
Daerah

100%Jumlai Paket
Peralatan dan
Perlengkapan
Ikntor yang
disedialan

paket 5 J

t2 t2 100%

Sub Kegiatan
Penyediaar Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Jumlah Paket
Bahan logistik
Kantor yang
Disediakan

paket

100%paket t2 12Sub kegiatan
Penyediaal Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Jurnlah Paket
Barang Cetalan
dan Penggandaan
yang Disediakan

looo/"laporan t2 t2Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Rapat Kordinasi dan
Nonsultasi SKPD

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi
darr Konsultasi
SKPD

1 1 1000/"Sub Kegiatan
Penatau sahaan arsip
dinamis pada SKPD

Jumlal Dokumen
Penatausahaan
Arsip Dinamis pada
SKPD

dokume
n

1 l OOotoJumlah unit Barang
Milik Daerah yong
diadakan

unit 1Kegiatan Pengadaan
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemeinlah Daerah

I 1 1000/"Jumlah Unit
Gedung Kantor
atau Bangunan
Iainnya yang
Disediakan

unitSub Kegiatan
Pengadaan Gedung
Kantor atau
Bangunan Lainnya

2 1000/"Paket 2Sub Kegiatan
Pengadaan Mebel

Jumlah mebel yang
disediakan

1000hbulan 1C 12JumlahBulan
Pengediaan Jasa
Pelu)njang uruson
Pemeintah Daerah

Kegiatan Penyediaan
Jasa Penunjang
Urusan Pemeintah
Daemh

100o/ot'2 t2Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik yang
Disediakan

laporanSub Kegiatan
Penyediaar Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

100%12 t2laporanJumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum

Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
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Kantor yang
Disediakan

Pelayanan Umum
Kentor

t2 to 100%Jumlah bulan
pemeliharaan
Barang Milik
Daerah

bulanKegiatan
Pemelitraraan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

100%unit 3 3Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

Jumlah kendaraan
dinas operasional
atau lapangan yaflg
dipelihara dan
dibayarkan pajak
dan perizinannya

) 2 100%Jumlah Mebel yang
Dipelihara

setSub Kegiatan
PemelihaJaan Mebel

11 TOOo/ounit 11Sub Kegiatan
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Pera.latan
dal Mesin Lainnya
yang dipelihara

1 100%Jumlah Gedung
Kant.or dan
Bangunan Lainnya
yang Dipelihara/
Direhabilitasi

unit 1Sub Kegiataa
Peme liharaan/
Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan
Lainnya

86,OO 1L3,?7
o/o

nihi 75,59Progrem PeauaJang
Urusqn Pemedntat
Daerah

IndeLr
Profedonalitas
ASII{

100%35 35Jumlah ASN yang
meningkat
kapasitasnya
melalui pelayanaa
administrasi
kepegawaian

orangKegiatan Administrasi
Kepegawaian
Perangkat Daerah

45pal<et 45Jumlah Paket
Pakaian Dinas
beserta Atribut
Kelengkapan

Sub Kegiatart
Pengadaan Pal<aian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

35orang 35Jumla} Pegawai
Berdasarkaa Tugas
dan Fungsi yalg
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Sub Kegiatan
Pendidikan dan
Pelatihan pegawai
berdasa-rkan tugas
dan fungsi

1000.'o35 35orangJumlah Orang
yang Mengkuti
Bimbingan Teknis

Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis
Implementasi

100%

1000/0
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Peraturan Perundang-
Undangaa

Implementasi
Peraturan
Perundang-
Undangan

Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan

Publik:

l. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri

dari Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dal Evaluasi

Kine{a Perangkat Daerah dilaksanakan dengan efektif dan

efisien. Telah disusun dokumen Renja Murni 2024, Renja

Perubahan 2O24, Rer.ja 2025, Rencana Aksi l{tne4a 2O24,

Rencana Aksi Kine{a perubahan 2024, Perlanjian Kine{a,

Monitoring dan evaluasi Renja setiap Triwulan, Monev

Rencana Aksi Kine{a 2024 setiap Triwulan, Monev Perjanjian

Kineq'a menjadi penunjang keberhasilan sasaran strategis

meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri

dari: Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Kegiatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah; Kegiatan Administrasi Kepegawaian

Perangkat Daerah telah dilaksanakan secara efektif dan

efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan

fungsi telah dilaksanakan dengan baik, sebagian besar

Pegawai Inspektorat telah mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan memenuhi 120 jam dalam satu tahun (202a\.

Pemeliharaan dan Pengadaan sarana dan prasarana

PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAITI
-t-_--

uRATAN 'IiLffif rsaruau TARGE
T 20,24

(41

RTALIS
ASI

2gI4

CAPAIA
II

XIITERJ
A P/.1

t6t(U (21 (31 (51

I
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Inspektorat telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dalam

menunjang kualitas dan inovasi pelayanan publik.

3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teloris Penyusunan l,aporarl

Kinerja Instansi Pemerintah, Rapat keq'a Implementasi

Kebijakan Umum Akuntabilitas Kine{a Kota Cimahi dan

SAKIP Tematik, yang bertujuan meningkatkan kualitas

evaluasi internal akuntabilitas kinerja Kota Cimahi. Hal ini

menunjang keberhasilan sasaran strategis meningkatnya

kualitas dan inovasi pelayanan publik

4. Telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor:

700/Kep.3306-Inspekot/2023 Tentang Pedoman Evaluasi

Akuntabilitas Kineg'a pada Perangkat Daerah Pemerintah

Daerah Kota Cimahi. Telah ditetapkan Keputusan Inspektur

Kota Cimahi, Nomor: 53/PW.08.02/KEP-

INSPEKTORAT I 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interna-l Pemerintah Kota

Cimahi. AKIP menunjang keberhasilan sasaran strategis

meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik.

7. Upaya Perbalkan Pencapalan KlnerJa Nllal Evaluasl Reformatl

Blrokrasl Perangkat Daerah Tahun 2O2S

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mengakselerasi

kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

tahun 2O25 dapat dilihat pada gambar berikut:
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UPAYA

PERBAIXAN

Gambar 27.llpaya Perbaikan Nllai Evaluasl Reformasl
Blrokrasi Perangkat Daerah Tahun 2O25

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun 2025 diatas

merupakan upaya lainnya selain dari upaya yang telah dilakukan

di tahun 2024. Upaya perbaikan yang akan dilakukan tahun

2025 adalah:
. Melakukan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan

penunjang urusan pemerintah daerah melalui optimalisasi

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang

dalam kegiatan pengawasan.

. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan karena

adanya penambahan jumtah pegawai (27 CPNS). Penyediaan

sarana penunjang disesuaikan dengan kebutuhan dan

anggaran yang tersedia.

. Meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat

Kota Cimahi melalui diklat/bimtek dengan target per orang

adalah mengikuti 3 (tiga) kali diklat/ 120 JP.
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3.2 Ellslensl Sumber Daya

Berdasarkan Rata-rata capaian kinerja Inspektorat pada tahur, 2024

sebesar 89.680/", dimana satu indikator kinerja utama belum memenuhi

target yang direncanakan, yaitu Persentase Peningkatan Ketaatan

Terhardap Peraturan Perundang-Undang, sedangkan Nilai Maturitas SPIP

Terintegrasi dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

capaian kinerjanya di atas 1007o. Berikut diuraikan analisis terkait
penggunaan sumber daya:

Tabel 17. Eflslensl Sumber Daya Tahun 2O24

l. Reviu Laporan
KeUrr|gerI

2. Audit dengan
Tujuan Tertentu

3. Probity Audit
4. Reviu RKA Murni

dan Perubahan
5. Reviu Standar

Harga
6. Reviu LPPD
7. Reviu Renja
8. Reviu RPJMD
9. Reviu Manajemen

ASN
lO. Reviu Pelayanaa

Publik
I 1. Monitoring Irdlasi
12. Monitoring PPPDN
13. Monitoring TLHP

BPK dan APIP
14. Penyusunan PKPT

Tahun2024
15. Bimtek AKIP
16. Sosialisasi furd

Korupsi kepa.da
ASN

17. Sosialisasi Anti
Korupsi kepa.da
Anggota DPRD

18. Sosialisasi Anti
Korupsi kepa.da
Siswa SMP

Jabatan Struktural
= 7 orang-

Jabatan Pungsional
Terrentu (Jr0 /APIP
Inspektorat : 23
Orang, terdiri dari
Auditor = 17 orang
PPUPD = 6 orang

Jabatan Pelaksa:na
= 5 orang

Kegiatan
Pengawasal
Tota]
menghasilka
n 453
Laporan
Hasil
Pengawasan
dari 30
Perangkat
Daerah.
Dengan
rincian:
Laporan
Audit l1
Iaporan,
Reviu 268
l,aporan,
Monitoring
55 laporan,
Monev 42
Laporan,
Evaluasi 73
l,aporan,
I^ainnya 6
laporan

Setiap
kegiatan
pengawasa
n terdiri
dari im
ke{a.
Masing-
masing tim
terdiri dari
4-5 orang.
Jumleh
APIP: 23
orang.
Dalam
melaksana
kan
tugasnya
satu orang
APIP
menjadi
anggota
dari
beberapa
Tim dalam
waktu yalg
bersamaan
karerra
keterbatasa
n jumlah
APIP yang
harus
memenuhi

Sumber
Daya
Aparatur
Pengawa
s Internal
Pemerint
ah (APIP)

\
\

Sumber
Dava

Kondisi

Jumlah
Laporan/ PLI

/ Je nis
Pensau'asan

Tim
Pemeiksa

Sumber
Daya

tparatur

Kesiatan
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n

kebutuhan
pengawasa

Kompetensi
APIP belum
seluruhnya
memenuhi
standar
kompetensi
yang
ditetarkan

19. Peringatan
HAKORDIA

20. Pendampingan,
Asistensi dan
Evaluasi
Pembangunan
Zona Integritas

Sumber
Daya
Aaggara
t1

Anggaran untuk
kegiatan
operasional dan
pengawasan selama
satu taiun Rp.
15.873.668.128,(x)

Dengan target
kinerja sebanyak 3
program 1 I
Kegiatan dan 32
Sub kegiatan.
Anggaran yang
diserap Rp.
14349.784.725,OO

Sisa Anggaran yang
tidak terealisasi
Rp.1.483.E83.2103,
(x)

Capaian Kineq'a
se mua sasaran
strategis
Inspektorat Tahun
2023 di atas 10070,
Rata-Rata
Persentase Capaian
Kinerja Sasaran
strategis
Inspektorat Tahun
2024 sebesar
89,85o/o. Namun
Persentase Realisasi
Keuangan 90,650/o
7q sehingga
Efealeaal Aaggarar

Tahun

Kegiatan
Pengawasan
Total
menghasilka
n 453
Laporan
Hasil
Pengawasan
dari 30
Perangkat
Daerah.
Dengan
rincian:
Laporan
Audit I I
Laporan,
Reviu 268
Laporan,
Monitoring
55 l,aporan,
Monev 42
laporan,
Eva-luasi 73
Lapora.rr,
Lainnya 6
laporan

Setiap
kegiatan
penSawasa
n terdiri
dari tim
ke4'a.
Masing-
masing tim
terdiri dari
4-5 orang.
Jumlah
APIP:24
orang.
Dalam
melaksana
kan
tugasnya
satu orang
APIP
meniadi
anggota
dari
beberapa
Tim dalam
waktu yang
bersamaan
karena
keterbatasa
n jumlah
APIP yang
harus
memenuhi
kebutuhan
pengav/asa
n.

Kompetensi
APIP belum

1. Reviu laporan
Keuangan

2. Audit dengan
Tujual Tertentu

3. Probity Audit
4. Reviu RKA Murni

dan Perubahan
5. Reviu Standar

Harga
6. Reviu LPPD
7. Reviu Renja
8. Reviu RPJMD
9. Reviu Marajemen

ASN
lo.Reviu Pel,ayalan

Pubfik
1 l.Monitoring InIl,asi
12. Monitoring PPPDN
13. Monitoring TLHP

BPK dan APIP
14. Penyusunan PKPT

Tahun2024
15. Bimtek AKIP
16. Sosialisasi Anti

Korupsi kepada
ASN

17. Sosialisasi Anti
Korupsi kepa.da
Anggota DPRD

18. Sosialisasi Anti
Korupsi kepada
Siswa SMP

I 9 . Peringatan
HAKORDLq,

2O. Pendsrnpingan,
Asistensi dan
Dvaluasi

\
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2o.f24 sebeat
9,35o/o

seluruhnya
memenuhi
staIIdar
kompetensi
yang
ditetapkan

Pembangunaa
Zona Integritas

Permasalahan:

1. Jumlah tenaga jabatan fungsional Aplp yang dibutuhkan sebanyal< 99
orang (Auditor 61 orang, PPUPD 38, sedangkan yang jabatan fungsional
APIP yang tersedia 24 oreng (Auditor 18 oralg dan ppUpD 6 orang), yang
diukur berdasarkan Surat BPKP, 26 Oktober 2021, NomorS-
lO57 /KIJF/2021, tentang Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor, Surat
Surat Sekretaris Inspektur Jendral kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia,9 November 2022, Nomor: 800. 1.2.1/3113/lJ, tentang
Kebutuhan Jabatan Pungsional PPUPD, dan dari jumlah hari pengawasan

berdasarkan kegiatan pengawasan yang ditetapkan selama satu tahun.
Kondisi yang ada jumlah APIP adalah 23 orang sehingga dalam tahun
pemeriksaan, Perangkat Daerah tidak dapat diaudit operasional

seluruhnya.

2. Alokasi anggaran Inspektorat Tahun 2024 belum dapat memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O24. Bahwa untuk
mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan, Pemerintah

Daerah Kabupaten I Kota. mengalokasikErn anggaran yang ditetapkan
berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifrkasi: diatas

Rpl.0O0.O00.OOO.O0O,O0 (satu triliun rupiah) sampai dengan

Rp2.000.000.000.000,O0 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,757o

(nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas

Rp 1 0.000. 000. 000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Upaya yang dllakuLan:

1. Inspektorat Kota Cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional

Auditor Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

\
\
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Daya Manusia Kota Cimahi , Nomor: 113/Kp.0l.OllSekre, tanggal l8
Januari 2023, h.eJ Usulan penetapan kebutuhan jabatan Fungsional
Auditor. Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan/penerimaan cpNS
Auditor talt:un 2024, yaitu sebanyak 30 Orang.

2. Inspektorat Kota cimahi mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional
PPUPD Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Cimahi, Nomor 083/Kp.O1.O1/Sekre, tanggal 13

Januari 2023, HaJ Usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional ppUpD.

Usulan ini menjadi dasar atas penyediaan/penerimaan CpNS ppUpD tahun
2024, yaltu sebanyak 30 Orang.

3. Menyusun Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko sehingga diperoleh

data PD yang prioritas untuk dilakukan pemeriksaan, berdasarkan
penilaian terhadap profil risiko masing-masing PD.

4. Inspektorat Kota Cimahi telah berkoordinasi dengan Ketua TAPD Kota

Cimahi tentang Penambahan Anggaran Inspektorat Tahun Anggaran 2024

dalam upaya pemenuhan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi karena keterbatasan zrnggaran Pemerintah Kota Cimahi, maka

alokasi anggaran 0,757o belum dapat terpenuhi.

5. Efisiensi anggaran dan kegiatan telah dilakukan pada kegiatan sebagai

berikut:
. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kine{a Perangkat

Daerah, efisiensi pada beberapa kegiatan pertemuan dan lembur.
. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan.
. Kegiatan Pengawasan Internal karena jumlah SDM APIP yang terbatas

dengan banyaknya penugasan.

. Keglatan Pengawasan dengan tujuan tertentu karena tidak adanya

pengaduan dan masih kurangnya dukungan dari perangat daerah dalam

penyelesaian kerugian negara/daerah

- \
\
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3.3 RTAIISASI AN(X}ARAIT

Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Kota Cimahi didukung oleh 3

(tiga) program yaitu Penyelenggaraan Pengawasan; Perumusan Kebijakan,

Pendampingan dan Asistensi; Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pagu anggaran total Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024 adalah Rp.

15.873.668.128,- (Lima Belas Miliar Delapan Rah;s TLfuh Puluh Tiga Juta

Enam Ratu.s Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua P.tluh Delapan Rupic,ll.

Realisasi Emggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Inspektorat

Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.389.7A4,725 (Empat

Belas Miliar Tiga Ratus Delapan htluh Sembilan Juta T\tfuh Ratus Delapan

htfuh Empat Ribu ruyh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 9o,650lo dari
pagu anggaran.

9,35%
90,65 Efisiensi

AnggaranRealisasi

Anggaran

r Efisiensi r Realisasi

Gambar 28, Reallsasl dan Eflslensl Anggaran
Inspektorat Kota Clrnahl Tahun 2024

Realisasi Ernggaran pada tahun 2024 mencapai 9o.650lo dari total

penyerapan pagu anggaran dengan realisasi fisik mencapai 94.37o serta

capaian target kinerja sebesar 89,8570. Sedangkan untuk mengetahui

perbandingan pagu anggaran dengan realisasi anggaran program dan

kegiatan Inspektorat Kota Cimahi dijelaskan dalam Tabel 18.
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Tabel 18. Perbandingan Pagu dan Realiasasl Fislk dan Keuangan
Tahun 20114

I<ualltat
P6rgawala!

fctrtrglatlF
Krrl,lta. d.n
lnot ail
PoLyaran
Publll

Percentase
Peningkatarr
Ketaatan
Terhadap
Peratura,r
Perundang-
uldangan

Penyelenggaraan
Pengawasa.rr

Perumusan
Kebijakarl,
Pendarnpingan
dan Asistensi

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daeralr

.128 420.446.403 65, 69,34

3.064.554.563 2.474 -749 .6 17 ao,7a 46,39Nilai
Maturitas
SPIP

rr.551.842.437 11.090.s48.30s 96,01 9,26

Jualah 15.473.66a.22A t43a9.7a4.725 90.65 94,3

Realisasi keuangan tahun 2024 naik sebesar 1,617o dibandingkan

tahun 2023 (Realisasi keuangan 89,21o/ol. Hal ini disebabkan karena

bertambahnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan tahun 2O24, seprn:.
. Rangkaian Peringatan Hari AnU Korupsi Sedunia yang

dilaksanakal selama 3 (tiga hari).
. Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan dengan jumlah

Iaporan hasil pengawasan sebanyak sebanyak 453 laporan,

(tahun 2023 sebanyak 309 laporan).
. Penyelenggaraan Diklat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi.
. Pendampingan, asistensi dan verilikasi Pembangunan Zona

Integritas di 6 (enam) Perangkat Daerah.

Nilai
Evaluasi
Reformasi
Birok asi
Perangkat
Decrah

ladikator
Seiata[

ruu A8ggasEr
{RP}

Realirari
{Rpl

Keueagaa
|Y.l

FLtI,
(v4

Sasaraa PrograE
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BAB TV

PEI{UTUP

laporan Kine{a Inspektorat Kota Cimahi Ta}run 2024 merupakan

wujud pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat

Kota Cimahi dalam mendukung pencapaian visi dan misi dan Pemerintah

Kota Cimahi serta dalam rangka perwujudan good gouerna nce. Laporarr

kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024

dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahwn 2024.

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja, maka dapat disimpulkan

bahwa:

1. Sasaran Stategis 1 "Meningkatnya Kualitas Pengawasan" dengan

indikator sasaran Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan, realisaasi kinerja sebesar 3,21o/o.

2. Sasaran Stategis 1 'Meningkatnya Kualitas Pengawasan" dengan

indikator sasaran Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi, realisaasi kine{a

tahun 2024 sebesar 3,065.

3. Sasaran Stategis 2 "Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan

Publik" dengan indikator sasarurn Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat

Daerah, realisaasi kinerja sebesar 83,65.

4. Nilai Rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2024

sebesar 89,85o/o.

5. Realisasi anggaran tahur. 2024 sebesar 90,65/0 dengan e{isiensi

sebesar 9,35o/o.

Kendala dalam penyusunan laporan Kine{a Inspektorat Kota

Cimahi Tahun 2024 terdapat pada pengukuran capaian target untuk

sasaran strategis 1, yaitu mengukur Persentase Ketaatan Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan dan Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi.

Untuk nilai Persentase Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-

Undangan menunggu hasil telaahan BPK RI dan nilai ini sangat fluktuatif

disetiap tahunnya tergantung dari banyaknya kegiatan pemeriksaan serta

temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Sementara untuk Nilai
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9. Menggunakan model perencanaan " Moneg follotu program" , a nggaran

yang digunakan fokus pada program-program prioritas dengan

program-program kegiatan yang lebih rinci.

10. Melakukan sosialisasi antikorupsi yang lebih masif baik melalui

monitoring dan evaluasi implementasi rencana aksi pencegahan

korupsi ke Perangkat Daerah secara berkala, maupun melalui

peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi.

11. Melaksanakan Pendampingan, asistensi dan verilikasi yang lebih

intensif da-lam pembangunan Zona Integritas pada unit atau Perangkat

Daerah pelayanan publik.

12. Meningkatkan koordinasi dengan Tim SAIIER PUNGLI secara

berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan, yang didukung

dengan penguatan pengaduan masyarakat melalui tersedianya sarana

dan prasarana elektronik.

13. Penyediaan aplikasi sistem pengawasan.
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